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 ABSTRAK  
 
 
Dermawan Saputra (E121 10 901), Patologi  Birokrasi  Dalam  
Pelayanan  Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan  di 
Kantor Kecamatan Panakkukang) Program Studi Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Pembimbing I 
Dr. A. M. Rusli, M.Si dan Pembimbing II A. Murfhi, S.Sos., M.Si  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk 
patologi birokrasi dan upaya mengatasi patologi birokrasi dalam 
pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan 
Panakkukang.  
Metode penelitian ini adalah lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan 
selama kurang lebih 2 (dua) bulan, adapun jenis dan sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Metode ini merupakan 
suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh 
data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan 
mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. 
Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan 
lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan) di Kantor 
Kecamatan Panakkukang. 
Adapun hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, 
dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar berjalan dengan baik secara. Hal ini dapat dilihat dari proses 
pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 
yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam 
berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang 
diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas 
luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun 
melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada 
masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, 
seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan  
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Dermawan Saputra (E121 10 901) Pathology Bureaucracy In Public 
Service (Population Study of Administrative Services at the District            
Office Panakkukang) Governance Studies Program, Faculty of Social            
and Political Science, University of Hasanuddin. Supervisor I                         
Dr. A. M. Rusli, M.Si and Advisor II A. Murfhi, S. Sos., M.Si 
The purpose of this research was to determine pathological forms of 
bureaucracy and efforts to overcome the pathology of bureaucracy in the 
service of the population administration at the District Office Panakkukang. 
This research method is the location and the time of the study conducted 
for approximately two (2) months, while the types and sources of data 
used are primary data and secondary data, This method is a way of 
collecting data to produce important records related to the problem studied 
so that will be obtained data is complete, valid, and not based on 
estimates by taking existing data and document provided in the notes. This 
documentation is taken to obtain data, photographs and field notes such 
as legislation relating to the quality of public services (population 
administration) at the District Office Panakkukang. 
The research results and data analysis conducted by researchers, the 
Public Services at the District Office Panakkukang Makassar City runs with 
both. It can be seen from the process of implementation in accordance 
with the principles of good governance which should be applied such as 
their participation in the activities program districts. Given any form of 
transparency is quite good and effective as provide information about the 
possible extent of public services through the paper leaflets and through 
media such as the internet. Accountability given to the public is also quite 
good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds 
in the implementation of various activities 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang 
kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah 
konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai 
misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu negara harus 
terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang 
diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan 
sosial rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang 
bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya sesuai yang telah 
diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.  
Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan (termasuk penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan 
adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat 
menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur 
pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang 
tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya 
dalam hal pelayanan publik). Birokrasi tidak dapat lagi menempatkan diri 
sebagai sosok institusi yang angkuh dan tak tersentuh oleh kritik dari 
pihak luar birokrasi. Tuntutan masyarakat mengenai perlunya 
dilakukannya perbaikan kualitas pelayanan publik telah menjadi wacana  
1 
 publik sampai dengan saat ini. Disamping itu, semakin isu demokratisasi 
memperkuat posisi masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka ketika 
berhubungan dengan birokrasi. 
Adanya berbagai kenyataan sehari-hari yang senantiasa kita alami 
di lingkungan birokrasi pemerintah pada umumnya, seperti prosedur kerja 
yang berlika-liku, sering terlihat banyak file yang berserakan, banyak surat 
yang terlambat sampai di alamat, dokumen-dokumen kurang terjaga, 
beban kerja tidak merata yang tertumpuk pada seseorang tertentu, 
suasana kerja yang kurang menyenangkan bahkan mungkin sampai 
terjadi adanya kemacetan-kemacetan dalam suatu tugas karena 
kurangnya disiplin aparatur birokrasi pemerintah, kurang merasa 
handarbeni, kurang memiliki managerial skill, kemampuan, ketrampilan, 
tidak memiliki rasa tanggung jawab serta kering dari konsep, inisiatif 
maupun daya kreativitas serta dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang tidak memuaskan adalah sebagai sebagian penyakit 
yang diderita oleh suatu birokrasi. Dan kiranya tidak akan jauh dari 
kenyataan empirik apabila dikatakan bahwa tidak ada birokrasi yang betul-
betul bebas dari berbagai "penyakit birokrasi"dan sebaliknya tidak ada 
birokrasi yang "menderita semua penyakit yang mungkin 
menghinggapinya 
Memang di birokrasi manapun tidak ada yang kebal dari penyakit 
birokrasi yang tentunya sangat bervariasi, dan dirasakan sangat sulit 
untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Hal ini adalah sebagai 
 suatu tantangan dan sekaligus tuntutan bagi birokrasi pemerintah 
kedepan. Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya oleh birokrasi 
pemerintah yang kemungkinan menderita penyakit birokrasi seperti gaya 
managerial para pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan para 
petugas pelaksana, melanggar norma-norma hukum dan peraturan yang 
berlaku dan Iain-lain akan tetapi tantangan juga dari seluruh masyarakat 
yang mengalami perubahan dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan sosial. Ke depan tuntutan masyarakat akan 
semakin meningkat kepada birokrasi agar semakin terbuka, transparan, 
makin produktif dan mampu memberikan dan meningkatkan mutu 
pelayanannya. Dalam situasi yang demikian, maka kinerja birokrasi 
aparatur negara harus benar-benar bertindak demi kepentingan bangsa 
dan negara dan agar dalam menyelenggarakan fungsinya, birokrasi ber- 
pegang pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Demikian halnya di kantor kecamatan Panakkukang yang 
menyelenggarakan pelayanan administrasi publik khususnya yang 
berkaitan dengan perijinan dan penerbitan, Kartu Keluarga, Surat 
Keterangan Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanah / Ahli Waris, 
dan sebagainya dituntut bekerja secara professional serta mampu secara 
cepat merespon aspirasi, tuntutan publik dan perubahan lingkungan 
lainnya dengan cara kerja yang lebih bersahaja dan berorientasi kepada 
masyarakat daripada berorientasi kepada atasan seperti yang terjadi 
selama ini dalam lingkungan birokrasi publik.  
 Kenyataan lain di lapangan, dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, para pegawai masih jauh dari kata profesional. Seringkali 
apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibiarkan begitu 
saja tanpa dipedulikan. Masyarakat harus bertanya terlebih dahulu untuk 
meminta pelayanan, tak jarang pula masyarakat harus pulang karena 
syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak 
ada papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses, 
prosedur dan biaya pelayanan. 
Berkenaan dengan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan 
rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang relatif besar. Semua yang 
terdapat dalam cakupan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari 
konteks public services dan public affairs. Barang dan jasa publik 
hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sedangkan 
konsekuensi pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab birokrasi. 
Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi 
pelayanan administrasi kependudukan seperti adanya penyalahgunaan 
wewenang seperti dalam kasus Mantan Ketua KPK Abraham Samad 
dituduh melakukan manipulasi data kependudukan dengan memasukkan 
nama seorang wanita Feriyani Liem di Kartu Keluarga, hal ini dianggap 
sebagai suatu maladministrasi.  
Berdasar dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan judul Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi 
 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan 
Panakkukang). 
 
1.2 Batasan Masalah  
Pada penelitian ini, peneliti membahas bentuk dan upaya mengatasi 
penyakit (patologi) birokrasi publik yang ada di dalam sistem pelayanan 
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang Makassar.  
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan 
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang?  
2. Bagaimana upaya mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan 
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang terjadinya 
patologi birokrasi dalam pelayanan publik (Pelayanan Administrasi) di 
Kecamatan Panakkukang, sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan 
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang 
 2. Untuk mengetahui upaya mengatasi patologi birokrasi dalam 
pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan 
Panakkukang 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini diharapkan 
mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan administrasi 
kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan khasanah bacaan di 
lingkungan almamater dan menambah wawasan penulis serta bahan 
kajian lebih lanjut yang berkenaan birokrasi dalam pelayanan 
administrasi kependudukan.  
2. Bagi pemerintah kantor Kecamatan Panakkukang sekiranya dalam 
memberikan pelayanan sebaiknya mengambil langkah yang tepat 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
3. Bagi masyarakat secara praktis diharapkan dapat memberi masukan 
yang baik bagi pihak yang berkepentingan (pemerintah setempat) 
khususnya para aparatur pelaksana dalam memberikan pelayanan 
yang sesuai dengan harapan masyarakat. 
 
  
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Birokrasi  
Birokrasi merupakan wujud terbaik organisasi karena menyediakan 
konsistensi, kesinambungan, kemungkinan meramalkan, stabilitas, sifat 
kewaspadaan, kinerja efisien dari tugas-tugas, hak keadilan, rationalsm, 
dan profesionalisme. Ikhtisar singkat dari keuntungan-keuntungan 
birokrasi pemerintah adalah: efisien, ideal dan cocok untuk memperkecil 
pengaruh dari politik dan pribadi di dalam keputusan-keputusan 
organisatoris serta wujud terbaik organisasi karena membiarkan memilih 
pejabat-pejabat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan yang 
bertanggung jawab untuk siapa atas apa yang dilakukan  karena orientasi 
lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah 
menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif. 
Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, birokrasi memberikan andil yang relatif besar  dan 
merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak 
mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari 
diterimanya bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk 
mensejahterakan rakyatnya. Birokrasi masih belum efisien, ditandai 
dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi masih tidak jelas, 
tetapi masih ditangani pemerintah. Karena itu negara harus terlibat 
langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan 
 oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial 
rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik 
bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang 
bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan 
istilah birokrasi.  
Agus Dwiyanto (2003:1), dan A.T. Sulistiyani (2004:10) Birokrasi 
menurut model Weber ini sangat ideal bahkan sempurna. Karena itu 
cenderung tidak sesuai dengan praktek di sebagian besar birokrasi di 
dunia, terlebih di Indonesia. 
Terminologi birokrasi dalam literatur ilmu administrasi publik dan 
ilmu politik, sering digunakan dalam beberapa pengertian. Dari berbagai 
macam pengertian yang sering muncul dalam teori birokrasi, dapat di 
sistematisasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:  
1. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional;  
2. Birokrasi sebagai suatu penyakit;  
3. Birokrasi dalam pengertian yang netral artinya tidak terkait dengan 
pengertian buruk.  
Birokrasi dalam pengertian yang netral diartikan sebagai 
keseluruhan pejabat di bawah pejabat politik atau keseluruhan pejabat 
Negara pada cabang eksekutif atau suatu organisasi yang berskala besar. 
Menurut Kristiadi (1994), Pada hakikatnya birokrasi merupakan struktur 
organisasi di sekitar pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas 
 sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya 
manusia yang besar pula jumlahnya.  
Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat kita. Dan tiap kali 
mendengar kata “birokrasi”, kita langsung terpikir mengenai berbagai 
urusan prosedural penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan 
pemerintahan. Birokrasi kini dipandang sebagai sebuah sistem dan alat 
manajemen pemerintahan yang amat buruk. Dikatakan demikian karena 
kita mencium bahwa aroma birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula 
sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu 
melayani masyarakat (public service) dengan sebaik-baiknya.  
Lagi-lagi, yang terpampang birokrasi kini identik dengan peralihan 
dari meja ke meja, proses yang berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan-
urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan 
pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak 
kontrol secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan 
seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya. Citra 
buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah 
dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah 
jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah 
lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Terkesan, mustahil negara tanpa birokrasi. Tapi, 
birokrasi seperti apa yang sangat menjanjikan bagi kita kalau sudah 
demikian parahnya penyakit yang melekat dalam tubuh birokrasi tersebut.  
 Dalam pengertian birokrasi yang buruk menurut Crozier (dalam 
Santoso, 1993) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang 
tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari 
kesalahan-kesalahan. Birokrasi menurut teori Webber (dalam Kristiadi, 
1994) pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, 
tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta 
mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi. Dengan demikian, 
ciri sentral dari model birokrasi adalah pembagian kerja yang sistematis. 
Bahkan Albrow (dalam Santoso, 1993) memberikan ciri-ciri utama 
birokrasi ideal sebagaimana digambarkan Webber, yaitu:  
a. Adanya suatu struktur hirarkhi, termasuk pendelegasian wewenang 
dari atas ke bawah dalam organisasi;  
b. Adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing 
memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas;  
c. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal 
yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para 
anggotanya;  
d. Adanya personal yang secara teknis memenuhi syarat yang 
diperkerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan 
atas dasar kualifikasi dan penampilan.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan 
dengan birokrasi dalam penelitian ini, adalah keseluruhan organisasi 
pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit 
 organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga non 
departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat propinsi, 
kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan.  
Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat 
dibedakan dan ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang 
amat penting sebagaimana dikemukakan Thoha (1993) adalah sebagai 
berikut :  
a. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja;  
b. Adanya hirarkhi yang berkembang;  
c. Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan;  
d. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat 
inpersonalitas;  
e. Adanya promosi dan jabatan yang didasarkan atas kecakapan.  
Dalam kenyataan, birokrasi menurut pemahaman Kristiadi (1994) 
dimaksudkan untuk melaksanakan penyelenggaraan bernegara, 
penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam penyelenggaraan 
pelayanan umum dan pembangunan. Karena birokrasi pemerintah 
merupakan suatu kekuasaan yang besar dimana kegiatannya hamper 
menyentuh setiap kegiatan manusia, sehingga banyak kesan yang 
dilontarkan kepada birokrasi dalam terminologi yang baik. Birokrasi 
pemerintah terkesan kurang baik, dan sering menyulitkan orang, bahkan 
Kristiadi (1994) menjelaskan birokrasi seolah-olah memiliki kesan adanya 
 suatu proses panjang yang berbelit-belit, apabila masyarakat akan 
menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintah.  
Kencangnya kritik yang tertuju pada sistem birokrasi ini, bisa 
diartikan bahwa idealnya sebagaimana digambarkan Webber, sulit dijumpai 
dalam tatanan realitas. Selain itu pula, pemahaman terhadap birokrasi akan 
sangat bergantung kepada pengertian birokrasi dalam arti yang baik dan 
rasional, birokrasi sebagai suatu penyakit atau birokrasi dalam pengertian 
netral. Dalam pengertian yang terbatas atau tidak terkait dengan pengertian 
baik dan buruk adalah birokrasi dalam pengertian governmental 
bureaucracy, seperti dikemukakan oleh Almond dan Powel (dalam Santoso, 
1993), yaitu bahwa birokrasi pemerintah adalah sekalipun tugas dan 
jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang 
kompleks dan tunduk pada pembuat peran. 
Meskipun secara umum sudah ada penjelasan atau definisi tentang 
birokrasi, tetapi dalam khasanah ilmu pengetahuan perbedaan pendapat 
dan pandangan sangat dihargai. Demikian juga dengan perbedaan 
pandangan tentang birokrasi. Ada beberapa tokoh atau ahli yang 
memandang birokrasi secara positif, ada juga yang secara negatif, tetapi 
ada juga yang melihatnya secara netral (value free). 
a. Makna Positif 
Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal-
rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta 
karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan 
 masyarakat, untuk mengejawantahkan kebijakankebijakan negara. 
Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. 
Tokoh pendukungnya adalah : Max Weber dan Hegel. 
b. Makna Negatif 
Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang 
penuh dengan patologi (penyakit), organisasi tambun, boros, tidak 
efisien dan tidak efektif, korupsi, dll. Birokrasi adalah alat penindas 
(penghisap) bagi kaum yang lemah (miskin) dan hanya membela 
kepentingan orang kaya. Artinya, briokrasi hanya menguntungkan 
kelompok orang kaya saja. Tokoh pendukungnya adalah : Karl Max 
dan Harold Lask. 
c. Makna Netral (value free) 
Sedangkan birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai 
keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga 
diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. 
 
2.2 Patologi Birokrasi 
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari 
perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur 
dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap 
menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas 
dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan 
picik atas hak-hak dari otoritas dan status.  
 Patologi birokrasi dalam arti kata lain adalah penyakit, perilaku 
negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga 
birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan 
menjalankan program pembangunan. Fitur dari patologi birokrasi yang 
digambarkan seperti “sikap menyisih berlebihan, pemaksaan taat pada 
aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan 
terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan 
status. Menurut Sondang P. Siagian (1984 : 35-81), secara umum, 
Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul 
akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan 
untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan 
teknologikal.  
Perkembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah 
satu varian dari jenis pemerintahan demokrasi dan aristokrasi 
sebagaimana yang dapat dilihat dari tulisan de Goumay dan Mill. Para 
teoritisi pada abad ke-19 seperti Van Mohl, Olzewski dan Le Play 
banyak memfokuskan kepada ketidakpuasan rakyat terhadap 
pemerintah dan melihat birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang 
digaji untuk selalu mencampuri urusan orang lain (Albrow, 1996:17).  
Dalam abad ke-19, terdapat beberapa penulis dan pemikir yang 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori birokrasi, antara lain 
yaitu Gaetano Mosca dan Max Weber. Mosca dalam bukunya membagi 
semua pemerintahan menjadi dua tipe yaitu feudal dan birokratis 
 berdasarkan kepada kelas yang memerintah. Dalam sistem pemerintahan 
feudal, kelas yang memerintah adalah kelas yang sederhana yang 
memonopoli fungsi-fungsi ekonomi, politik, militer atau administrasi. 
Setelah masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks dan mempunyai 
fungsi terpisah satu sama lain, maka pemerintahan dijalankan oleh 
birokrasi, yaitu sekelompok pejabat yang digaji (Albrow, 1996:22). 
Ilmuan yang sangat berjasa dalam memperkenalkan model 
organisasi birokratis adalah Max Weber. Dapat dikatakan bahwa konsep 
birokrasi yang diajukan oleh Weber masih menjadi acuan sampai 
sekarang ini, walaupun mendapat kritik dari ilmuan-ilmuan lain. Weber 
membahas peran organisasi dalam suatu masyarakat, dan 
mempertanyakan bentuk organisasi yang sesuai bagi sebuah masyarakat 
industri yang dijumpai di Eropa pada akhir abad ke 19. Ia mencoba 
melukiskan sebuah organisasi yang ideal organisasi yang secara murni 
rasional dan yang akan memberikan efisiensi operasi yang maksimum 
(Robbins, 1994:337).  
Dalam Ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna, 
di antaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang 
biasanya disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (the 
executive organs of government), dan keseluruhan pejabat publik (public 
officials), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah (Albrow, 1989:116-117). 
Diantara ketiga makna tersebut, karakteristik umum yang melekat pada 
birokrasi adalah keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintah. 
 Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga 
pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Skala organisasi 
pemerintah yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk 
memilih birokrasi yang memiliki karakteristik sebagai birokrasi Weberian. 
Weber sebenarnya memperhitungkan tiga elemen pokok dalam 
konsep birokrasinya, yaitu: (1) birokrasi dipandang sebagai instrumen 
teknis. (2) birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen. (3) birokrasi 
dipandang mampu keluar dari fungsinya yang sebenarnya karena 
anggotanya cenderung berasal dari kelas sosial yang particular (Thoha, 
2005:19). Konsep birokrasi weberian berasumsi bahwa birokrasi dibentuk 
independen dari kekuatan politik. Ia berada di luar atau di atas aktor-aktor 
politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi pemerintah 
diposisikan sebagai kekuatan yang netral, lebih mengutamakan 
kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan, sehingga siapapun 
kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan 
pelayanan terbaik kepadanya. 
Pemikir lain yang juga penting untuk ditampilkan dalam 
pembahasan birokrasi adalah Karl Marx (Thoha, 2008:23). Pemikiran 
Marx tentang birokrasi merupakan suatu gejala yang bisa dipergunakan 
secara terbatas dalam hubungannnya dengan administrasi negara. 
Pandangannya terhadap birokrasi hanya bisa difahami dalam kerangka 
umum teorinya tentang perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan 
pengembangan komunisme. 
 Hal yang sangat menarik adalah kritik yang disampaikan Warren 
Bennis (Robbins, 1994:349), bahwa struktur birokratik terlalu mekanis bagi 
kebutuhan organisasi modern. Ia menyatakan bahwa struktur tersebut 
telah usang, karena didesain untuk menghadapi lingkungan yang stabil, 
sedangkan kebutuhan saat ini adalah struktur yang dirancang untuk 
menanggapi perubahan yang terjadi secara efektif. Bennis mencoba 
melakukan prediksi masa depan tentang berbagai macam perubahan 
yang pada gilirannya akan mempengaruhi eksistensi birokrasi. Menurut 
Bennis, birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu 
bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, 
mengkoordinasikan proses-proses kegiatan yang produktif pada masa 
revolusi Industri. Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai 
persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan 
peran-peran personal, persoalan subyektivitas yang berlebihan, dan tidak 
dihargainya hubungan kerja kemanusiaan. 
Singkatnya, dalam pandangan Bennis, birokrasi adalah produk 
kultural dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. 
Kita sangat membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak 
secara konseptual semata tapi merambah pada tataran praktis di lapangan. 
Hal ini menjadi pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada 
manusia, bukan lagi pada mesin. Sebuah teori akan diuji menurut 
kelayakan historis dan kebutuhan pada sebuah masa. Birokrasi yang 
 humanis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus serius digarap oleh 
para pemerhati masalah-masalah adminsitrasi negara dan kebijakan publik. 
Nada pesimistik Bennis yang menggambarkan kondisi-kondisi 
sebagai penyebab matinya birokrasi dibantah oleh Robert Miewald 
(Robbins, 1994:349-352) dengan mengajukan argumentasi tandingan, 
bahwa birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 
berubah dan dinamis. Miewald menegaskan bahwa Weber tidak pernah 
mengatakan bahwa karakteristik-karakteristik birokrasi akan berlaku untuk 
selama-lamanya. Sasaran utama dari Weber adalah menciptakan sebuah 
bentuk rasional dan efisien. Bentuk tersebut adalah birokrasi. Bentuk 
apapun yang diperlukan untuk mempertahankan rasionalitas seperti 
efisiensi akan menghasilkan birokrasi. Perkembangan birokrasi 
professional adalah contoh yang sempurna mengenai karakteristik 
birokrasi yang dimodifikasi. 
Pengkritisi lain terhadap birokrasi Weber adalah Fried W. Riggs, 
(1988:316) Dalam penelitiannya di beberapa negara berkembang, ia 
menemukan model birokrasi yang disebutnya sebagai “model sala” atau 
biasa disebut dengan “model prismatic”. Kata sala diambil dari bahasa 
Spanyol yang sering menunjuk arti kantor pemerintah di negara-negara 
Amerika Latin. Arti sala secara umum ialah “ruangan”, bahasa Perancis 
menyebutnya “Salle” yang pada dasarnya masih serumpun. dalam 
penggunaan sehari-hari, kata sala mengandung arti ruangan pribadi 
 dalam suatu rumah keagamaan, ruangan pertemuan umum, tetapi juga 
dan bahkan terutama mengandung arti kantor pemerintah. 
Beberapa karakteristik birokrasi model sala yang dikemukakan oleh 
Riggs (1988:317-320), yaitu; struktur prismatic akan memperkokoh 
pemborosan birokrasi korupsi telah melembaga. Sementara pejabat 
menikmati kedudukannnya karena leluasa memeras uang suap dalam 
penentuan anggaran, semua tergantunng pada keahlian serta besarnya 
pengaruh pejabat yang harus memperjuangkan pengajuan anggaran, 
beberapa ketentuan tidak dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan 
anggaran suatu biro, sedang kenyataannya anggaran terbuang sia-sia di 
berbagai biro lainnya dalam model prismatic, hubungan antara 
administrator dengan pengikut sudah demikian terstruktur, sehingga bobot 
berbagai sanksi akan memaksa para pejabat model sala lebih cenderung 
menggunakan kekerasan daripada menerapkan undang-undang. 
Terbukanya kesempatan menerima suap lebih mendorong para petugas 
pelaksana model sala menunda-nunda pekerjaan dan mengintroduksi 
berbagai hambatan teknis dengan tujuan agar dapat memetik imbalan 
pelayanan atas pekerjaan yang seharusnya tidak dipungut biaya.  
Gambaran birokrasi pemerintah seperti yang dikemukakan oleh 
Riggs tersebut sangat bertentangan dengan substansi birokrasi yang 
dikemukakan oleh Weber. Meskipun kritik terhadap birokrasi Weber selalu 
muncul, namun kenyataaan menunjukkan bahwa birokrasi ada dimana-
mana, perusahaan-perusahaan besar pada umumnya berstruktur 
 birokrasi, bahkan untuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang saja, 
birokrasi merupakan cara yang paling efisien untuk mengorganisasikan 
sesuatu, sehingga pertanyaannya adalah mengapa birokrasi dapat 
berjaya terus sampai saat ini. Mungkinkah karena karakteristik birokrasi 
yang dirumuskan oleh Weber itulah yang menyebabkan demikian atau 
mungkin ada faktor lain yang menjadi keampuhan birokrasi. 
Birokrasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi 
pengaturan. Fungsi ini mutlak terselenggara dengan efektif, karena suatu 
pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif 
melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya. Persoalan 
yang sering muncul dalam praktik, acapkali terjadi kekakuan dalam 
implementasi aturan. Kekakuan ini dapat terlihat pada interpretasi secara 
harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan 
peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan situasional (Siagian, 2000: 147).  
Solusi untuk mengatasi patologi birokrasi adalah dengan 
melakukan perubahan. Menurut Widaningrum (2009:368), sistem 
administrasi dan manajemen dalam birokrasi publik memang tidak didisain 
untuk sering berubah. Namun demikian, kenyataannya menunjukkan 
bahwa stabilitas seringkali bersifat sebaliknya (counter-productive). Dalam 
era yang penuh dengan perubahan seperti sekarang ini, sistem yang tidak 
dapat berubah justru akan menemui banyak kegagalan. 
 Berkaitan dengan perubahan, yang sesungguhnya amat penting, 
tetapi lebih sulit dilakukan adalah pembaharuan pada sisi nilai-nilai yang 
membentuk manusia-manusia birokrat. Internalisasi nilai-nilai ini yang oleh 
Riggs (1996) disebut introfection, merupakan kunci terhadap peningkatan 
kinerja birokrasi. Terutama yang perlu menjadi perhatian adalah 
memperbaiki sikap birokrasi dalam hubungan dengan masyarakatnya. 
Secara teoritik, disadari bahwa konsep birokrasi yang dirumuskan 
oleh Weber dengan berbagai karakteristiknya diyakini bahwa proses 
administrasi dalam kegiatan pemerintahan itu hanya dapat menjadi 
efisien, rutin dan nonpartisan apabila cara kerja organbisasi pemerintah itu 
dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin 
(Morgan, 1986). Persoalannya adalah mengapa ketika model ini 
diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia justru menimbulkan 
berbagai fenomena yang menunjukkan adanya perilaku birokrasi yang 
bersifat patologis, bahkan dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap 
jiwa birokrasi itu sendiri. 
Salah satu aspek birokrasi yang paling banyak disoroti adalah 
struktur birokrasi. Struktur birokrasi Weberian memiliki berbagai masalah 
internal yang pada tingkat tertentu berpotensi menyebabkan birokrasi 
mengalami disfungsi (Caiden, 1991). Setiap aspek dan struktur birokrasi , 
selain memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja 
birokrasi, juga memiliki potensi untuk menciptakan penyakit birokrasi. 
Suatu variabel struktur birokrasi dapat menghasilkan penyakit birokrasi 
jika intensitas dari variabel itu sudah menjadi berlebihan.  
 Sebagai contoh, hierarki dalam suatu organisasi sangat bermanfaat 
karena membantu pimpinan melakukan kontrol dan juga dapat membuat 
arus perintah dan informasi menjadi lebih jelas, sehingga mempermudah 
koordinasi. Namun, ketika hierarki semakin panjang, maka berbagai 
persoalan dalam organisasi akan muncul. Hierarki yang panjang 
menyebabkan arus perintah dan informasi menjadi semakin panjang dan 
cenderung mengalami distorsi, Proses pengambilan keputusan menjadi 
semakin lamban dan terkotak-kotak (fragmented). Bahkan hierarki juga dapat 
memperbesar ketergantungan bawahan terhadap atasan (Pye, 1978). 
Akibatnya seringkali muncul perilaku para pejabat birokrasi yang ABS (asal 
bapak senang), dan menunjukkan loyalitas secara berlebihan pada atasan. 
Secara lengkap berbagai penyebab munculnya patologi dan 
bentuk-bentuk patologi tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut : 
Tabel. 1.  Penyebab dan Bentuk-bentuk Patologi Birokasi  
Persepsi dan 
gaya     manajerial 
para pejabat 
birokrasi 
Rendahnya 
pengetahuan & 
keterampilan 
petugas 
Pelanggaran 
terhadap norma 
hukum 
 
Perilaku yang 
bersifat 
disfungsional 
 
Situasi internal 
dalam 
berbagai 
instansi 
pemerintahan 
Penyalahgunaan 
wewenang dan 
jabatan; 
Persepsi yang 
didasarkan pada 
prasangka; 
Pengaburan 
masalah; 
Menerima sogok; 
Pertentangan 
kepentingan; 
Kecenderungan 
mempertahankan 
status quo; 
Empire Building; 
Sikap bermewah-
mewah; 
Ketidakmampuan 
menjabarkan kebijakan 
pimpinan; 
Ketidaktelitian; 
Rasa puas diri; 
Bertindak tanpa pikir; 
Kebingungan; 
Tindakan yang counter 
productive; 
Tidak adanya 
kemampuan 
berkembang; 
Mutu hasil pekerjaan 
yang rendah; 
Kedangkalan; 
Ketidakmampuan 
belajar; 
Ketidaktepatan 
tindakan; 
Inkompetensi; 
Ketidakcekatan; 
Penggemukan 
pembiayaan; 
Menerima sogo; 
Ketidakjujuran; 
Korupsi; 
Tindakan kriminal; 
Penipuan; 
Kleptokrasi; 
Kontrak fiktif; 
Sabotase; 
Tatabuku yang tidak 
benar; 
Pencurian. 
 
Bertindak 
sewenang-wenang; 
Pura-pura sibuk; 
Paksaan; 
Konspirasi; 
Sikap takut; 
Penurunan mutu; 
Tidak sopan; 
Diskriminasi; 
Cara kerja yang 
legalistil; 
Dramatisasi; 
Sulit dijangkau; 
Sikap tidak acuh; 
Tidak disiplin; 
Inersia; 
Sikap kaku (tidak 
fleksibel) 
Tidak 
berperikemanusiaan; 
Tidak peka; 
enempatan tujuan 
dan sasaran yang 
tidak tepat; 
Kewajiban sosial 
sebagai beban; 
Eksploitasi; 
Ekstorsi; 
Tidak tanggap; 
Pengangguran 
terselubung; 
Motivasi yang tidak 
tepat; 
Imbalan yang tidak 
memadai; 
Kondisi kerja yang 
kurang memadai; 
Pekerjaan yang tidak 
kompatibel; 
Inconvenience; 
Tidak adanya 
indkator kinerja; 
 Pilih kasih; 
Ketakutan pada 
perubahan, 
inovasi dan resiko; 
Penipuan; 
Sikap sombong; 
Ketidakpedulian 
pada kritik dan 
saran; 
Jarak kekuasaan; 
Tidak mau 
bertindak; 
Takut mengambil 
keputusan 
Sikap 
menyalahkan 
orang lain; 
Tidak adil; 
Intimidasi; 
Kurangnya 
komitmen; 
Kurangnya 
koordinasi 
Kurangnya 
kreativitas dan 
eksperimentasi; 
Kreativitas yang 
rendah; 
Kurangnya visi 
yang imajinatif; 
Kedengkian; 
Nepotisme; 
Tindakan yang 
tidak rasional 
Bertindak di luar 
wewenangnya; 
Paranoia; 
Sikap Opresif; 
Patronase; 
Penyeliaan 
dengan 
pendekatan 
punitive; 
Keengganan 
mendelegesaikan; 
Keengganan 
memikul tanggung 
jawab; 
Ritualisme; 
Astigmatisme; 
Xenophobia; 
Ketidakteraturan; 
Melakukan kegiatan 
yang tidak relevan; 
Sikap ragu-ragu; 
Kurangnya imajinasi; 
Kurangnya prakarsa; 
Kemampuan rendah; 
Bekerja tidak 
produktif; 
Ketidakrapian; 
Stagnasi. 
 
Sikap tidak sopan; 
Sikap lunak; 
Tidak peduli mutu 
kinerja; 
Salah tindak; 
Semangat yang 
salah tempat; 
Negativisme; 
Melalaikan tugas; 
Rasa tanggung 
jawab yang rendah; 
Lesu darah 
(anorexia) 
Paperasserie; 
Melaksanakan 
kegiatan yang tidak 
relevan; 
Cara kerja yang 
berelit-belit (red 
tape) 
Kerahasiaan; 
Pengutamaan 
kepentingan sendiri; 
Suboptimasi 
Sycophancy; 
Tampering; 
Imperatif wilayah 
kekuasaan; 
Tokenisme; 
Tidak professional; 
Sikap tidak wajar; 
Melampaui 
wewenang; 
Vasted interest; 
Pertentangan 
kepentingan; 
Pemborosan; 
 
Kekuasaan 
kepemimpinan; 
Miskomunikasi; 
Misinformasi; 
Beban kerja yang 
terlalu berat; 
Terlalu banyak 
pegawai; 
Sistem pilih kasih 
(spoil system); 
Sasaran yang tidak 
jelas; 
Kondisi kerja yang 
tidak aman; 
Sarana dan prasarana 
yang tidk tepat; 
Perubahan sikap 
yang mendadak. 
 
Sumber:  Siagian, 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta, Ghalia   
Indonesia: Hal. 35-145. 
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 2.3 Gejala Patologi 
Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang 
bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih 
menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai 
suatu penyakit (bureau patology), seperti Parkinsonian (big bureaucracy), 
Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan 
negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic 
polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti 
yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian. 
Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering 
muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan 
kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam 
bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang 
berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape). 
Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah 
meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang 
memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam 
proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya 
berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara 
pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat 
mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat. 
Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong 
masyarakat untuk mencari ”jalan pintas” dengan suap atau berkolusi 
dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh 
 pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali 
mendorong para pejabat untuk mencari ”kesempatan” dalam ”kesempitan” 
agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya. Apabila 
ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. 
Siagian, bersumber pada lima masalah pokok yaitu : 
1. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan 
birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini 
mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan 
wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. 
2. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas 
pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan 
produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering 
berbuat kesalahan. 
3. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan 
”penggemukan” pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan 
sebagainya. 
4. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional 
atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan 
diskriminatif. 
5. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang 
berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi 
kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator 
kerja, dan sistem pilih kasih. 
 
2.4 Dimensi-Dimensi Patologi Birokrasi 
 Peristilahan konsep patologi berasal dari ilmu kedokteran yang 
mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia, sehingga 
menyebabkan tidak berfungsinya organ tersebut. Menjadikan istilah 
patologi sebagai metafora, patologi birokrasi dalam uraian ini tentunya 
difahami sebagai kajian dalam konteks Administrasi Publik yang diarahkan 
untuk menelusuri secara faktual dan teoritik berbagai penyakit yang 
melekat dalam tubuh birokrasi pemerintah, sehingga birokrasi tersebut 
mengalami disfungsi. 
  Menurut Siagian (1994:35), agar seluruh birokrasi pemerintahan 
negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, 
baik yang sifaynya politis, ekonomi, sosio-kultural, dan teknologikal, 
berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan 
menyerangnya, perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi 
pengobatannya yang palimg efektif. Harus diakui bahwa tidak ada 
birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi. 
Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi 
sekaligus.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Siagian (1994: 36-145), 
mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan ke dalam 
lima kelompok, yaitu : 
1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para 
pejabat di lingkungan birokrasi. 
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya 
pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai 
kegiatan operasional. 
3. Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang 
melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang 
bersifat disfungsional atau negatif. 
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai 
instansi dalam lingkungan pemerintahan. 
 
Adapun beberapa jenis penyakit birokrasi yang sudah sangat 
dikenal dan dirasakan masyarakat yaitu ketika setiap mengurus sesuatu 
dikantor pemerintah, pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan waktu 
yang lama dan biaya yang besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya 
 praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan lain-lain. Sedangkan penyakit 
birokrasi yang lebih sistemik banyak sebutan yang diberikan  terhadapnya 
yaitu antara lain; politisasi birokrasi, otoritarian birokrasi, birokrasi 
katabelece (Istianto, 2011:143). 
Istilah patologi lazim digunakan dalam wacana akademis di 
lingkungan administrasi publik untuk menjelaskan berbagai praktik 
penyimpangan dalam birokrasi, seperti; paternalisme, pembengkakan 
anggaran, prosedur yang berlebihan, fragmentasi birokrasi,  
pembengkakan birokrasi (Dwiyanto, 2011:59). Untuk keperluan teoritik, 
maka dimensi-dimensi patologis yang disebutkan terakhir akan diuraikan 
secara singkat seperti berikut : 
1. Birokrasi Paternalistis 
Perilaku birokrasi paternalistis adalah hasil dari proses interaksi yang 
intensif antara struktur birokrasi yang hierakis dan budaya 
paternalistis yang berkembang dalam masyarakat. Struktur birokrasi 
yang hierarkis cenderung mebuat pejabat bawahan menjadi sangat 
tergantung pada atasannya. Ketergantungan itu kemudian 
mendorong mereka untuk memperlakukan atasan secara berlebihan 
dengan menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang sangat tinggi 
kepada pimpinan dan mengabaikan perhatiannya kepada para 
pengguna layanan yang seharusnya menjadi perhatian utama 
(Mulder, 1985). 
 Peranan atasan langsung dalam penilaian kinerja menjadi sangat 
penting sehingga wajar apabila para pejabat birokrasi cenderung 
memperlakukan atasannya secara berlebihan. Mereka cenderung 
menunjukkan perilaku ABS, yaitu meberikan laporan yang baik 
dan menyenangkan atasan dengan menciptakan distorsi 
informasi. Akibatnya, para pejabat atasan seringkali menjadi 
kurang memahami realitas masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat (Harmon, 1995). 
2. Prosedur Yang Berlebihan 
Prosedur yang berlebihan merupakan bentuk penyakit birokrasi 
publik yang menonjol di berbagai instansi pelayanan publik di 
Indonesia. Birokrasi publik bukan hanya mengembangkan prosedur 
yang rigid dan kompleks, tetapi juga mengembangkan ketaatan 
terhadap prosedur secara berlebihan.  Dalam birokrasi publik, 
prosedur bukan lagi sebagai fasilitas yang dibuat untuk membantu 
penyelenggaraan layanan tetapi sudah menjadi seperti berhala yang 
harus ditaati oleh para pejabat birokrasi dalam kondisi apapun. 
Bahkan prosedur sudah menjadi tujuan birokrasi itu sendiri dan 
menggusur tujuan yang semestinya, yaitu melayani publik secara 
professional dan bermartabnat. Apapun penyebabnya, pelanggaran 
terhadap prosedur selalu dianggap sebagai penyimpangan dan 
karena itu pelanggarnya harus diberi sanksi. 
Dalam birokrasi Weberian pengembangan prosedur yang rinci dan 
tertulis dilakukan untuk menciptakan kepastian pelayanan. Prosedur 
 tertulis yang jelas dan rinci sebenarnya diperlukan oleh pejabat 
birokrasi sebagai penyelenggara layanan ataupun oleh para 
pengguna layanan. Para pejabat birokrasi memerlukan prosedur 
yang rinci dan tertulis karena dengan prosedur seperti itu mereka 
terhindar dari keharusan mengambil keputusan. Keberadaan 
prosedur pelayanan sangat membantu mereka dalam menentukan 
tindakan yang harus dilakukan untuk merespon berbagai persoalan 
yang muncul dalam penyelenggaraan layanan.       
3. Pembengkakan Birokrasi 
Menurut Dwiyanto (2011:97) terdapat dua cara yang biasanya 
ditempuh untuk membengkakkan birokrasi. Cara pertama dilakukan 
dengan memperluas misi birokrasi. Pada saat pemerintah 
membentuk satuan birokrasi tertentu biasanya pemerintah memiliki 
gambaran yang jelas mengenai misi yang akan diemban oleh satuan 
birokrasi itu. Misi itu juga yang menjadi alasan dibentuknya sebuah 
atau beberapa satuan birokrasi. Namun, setelah terbentuk, para 
pejabat di birokrasi itu untuk selanjutnya cenderung memperluas misi 
birokrasi. Alasan utama yang mendorong mereka memperluas misi 
birokrasi tidak lain adalah keinginan para pejabat itu untuk dapat 
mengakses kekuasaan dan anggaran yang lebih besar. 
Cara kedua untuk membengkakkan birokrasi adalah dengan 
melakukan kegiatan di luar misinya.  Tindakan seperti ini banyak 
sekali dilakukan oleh satuan-satuan birokrasi, baik di pemerintah 
 pusat maupun daerah. Munculnya inisiatif untuk membengkakkan 
birokrasi juga disebabkan oleh cara pengalokasian anggaran yang 
berorientasi pada input. Karena alokasi anggaran didasarkan pada 
input, maka birokrasi dan para pejabatnya yang ingin memperoleh 
anggaran besar cenderung memperbesar input. Cara termudah 
untuk memperbesar input adalah dengan menciptakan banyak 
kegiatan.     
4. Fragmentasi Birokrasi 
Fragmentasi adalah pengkotat-kotakan birokrasi ke dalam sejumlah 
satuan yang masing-masing memiliki peran tertentu. Fragmentasi 
birokrasi memiliki beberapa interpretasi. Pragmentasi birokrasi dapat 
menunjukkan derajat spesialisasi dalam birokrasi. Dalam konteks ini 
pembentukan satuan-satuan birokrasi didorong oleh keinginan untuk 
mengembangkan birokrasi yang mampu merespons permasalahan 
publik yang cenderung semakin kompleks. Namun, fragmentasi 
birokrasi yang tinggi juga dapat disebabkan oleh sejumlah motif 
lainnya. Pemerintah mengembangkan satuan birokrasi dalam jumlah 
banyak biasa saja bukan karena keinginan pemerintah untuk 
merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efisien dan 
efektif, malainkan karena adanya tujuan tertentu. 
 
2.5 Lingkungan Birokrasi 
Pembahasan tentang birokrasi sebagai organisasi tidak dapat 
dipisahkan dengan faktor lingkungan. Kehadiran teori sistem sebagai 
 pelopor perspektif modern membuka wawasan baru dalam teori 
organisasi. Berbeda dengan perspektif klasik, maka perspektif modern 
memasukkan unsur lingkungan sebagai determinan dan mencoba 
mengembangkan teori-teori yang menjelaskan hubungan organisasi dan 
lingkungan. Berkaitan dengan ini Hatch (1997:76) mengelompokkannya 
ke dalam dua periode, yaitu: (1) periode awal 1960-an hingga akhir 1970-
an, dimana teori-teori yang dikembangkan bersifat kontingensi dalam arti 
lingkungan mempengaruhi organisasi, dan (2) periode awal 1980-an 
sampai sekarang, dimana teori-teori yang dikembangkan lebih ditekankan 
pada penjelasan secara lebih detail tentang bagaimana lingkungan 
mempengaruhi organisasi. 
Struktur organisasi yang mekanistik dibuat atas dasar 
pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi 
dapat menjalankan berbagai fungsinyasecara efektif dan efisien. Oleh 
karena itu, untuk setiap posisi atau jabatan di dalam organisasi harus 
ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, 
kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Mereka yang menduduki 
posisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan. 
Dengan cara ini, organisasi dapat berjalan secara efisien karena 
dodasarkan pada prosedur-prosedur yang distandardisasi, terutama untuk 
tugas-tugas yang bersifat rutin. 
Sedangkan struktur organic bekerja dengan prinsip sebaliknya. 
Struktur ini mengandalkan kreativitas dan daya adaptasi individu dalam 
 melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu batasan-batasan 
sebagaimana telah disebutkan diupayakan seminimal mungkin, sehingga 
anggota organisasi memiliki ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan 
berbagai tugasnya sejalan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. 
Menurut Burn dan Stalker, bahwa organisasi mekanistik berjalan efektif 
jika lingkungan yang dihadapi stabil dan tugas-tugas yang dilakukan dapat 
ditangani dengan mekanisme yang bersifat rutin. Sementara untuk 
lingkungan yang cenderung berubah-ubah dan sifat permasalahannya 
tidak dapat diatasi dengan cara-cara rutin, organisasi organik akan lebih  
mendukung (Kusdi, 2009:73-74).   
Eksistensi birokrasi sebagai suatu organisasi memang tidak dapat 
dipisahkan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat 
berupa lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal 
organisasi tidak saja meliputi kondisi fisik yang sifatnya kasat mata, 
melainkan hal-hal yang tidak secara eksplisit terlihat akan tetapi juga 
mempengaruhi kondisi lingkungan internal, seperti budaya kerja, 
kebiasaan-kebiasaan pegawai, perilaku organisasi, sistem diskresi, dan 
lain-lain. Kondisi internal pegawai tersebut senantiasa berubah dan 
berkembang, sehingga menuntut sebuah pembelajaran yang sesuai, agar 
permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diantisipasi. Sedangkan 
lingkungan eksternal meliputi instansi-instansi lain, organisasi swasta, 
masyaralat, kebijakan-kebijakan pemerintah, teknologi, kondisi sosial 
 ekonomi yang mengalami dinamika dari waktu-ke waktu (Matheus dan 
Sulistiyani, 2011: 47-48) 
Salah satu karakteristik penting yang membedakan antara birokrasi 
paternalistic dengan birokrasi yang rasional adalah konsep mereka 
mengenai jabatan. Dalam birokrasi paternalistis, jabatan dilihat sebagai 
fungsi dan kepercayaan atasan, sedangkan dalam birokrasi rasional 
jabatan adalah fungsi dan prestasi kerja (Gruber, 1988). 
 
2.6 Pelayanan Publik  
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, 
yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum 
menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan 
menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik.  
Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. 
Salah satunya yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006: 136) 
mendefisinikan pelayanan publik adalah :  
“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk 
memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang 
dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan 
pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin 
usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin 
mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan 
sebagainya.” 
 
Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yaitu :  
 “Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, 
bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku”.  
 
H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah 
suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi 
untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 
suatu tujuan tertentu.” 
Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) pelayanan publik 
diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 
yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan 
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.” 
Pendapat lain dari Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4)  
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan 
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang 
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di 
Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha 
Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di 
bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat 
non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara 
pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang 
biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan 
pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan 
 berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang 
bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan 
kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak 
mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.  
Sejak ditetapkannya Keppres No. 44 Tahun 2000 pada tanggal              
20 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama 
KON. Menurut Keppres Nomor 44 Tahun 2000 dan sekarang telah diatur 
dengan UU No. 37 tahun 2008  Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2008 
menyebutkan bahwa Ombudsman RI selanjutnya disebut Ombudsman 
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, termasuk yang 
diselenggarakanoleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau 
perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan 
atau APBD. 
Dengan adanya lembaga Ombudsman ini, masyarakat diharapkan 
berperan secara partisipatif dalam melakukan pengawasan 
penyelenggaraan pelayanan publik, di samping adanya pengawasan 
internal oleh inspektorat dan atasan langsung, pengawasan eksternal oleh 
Ombudsman RI, pengawasan fungsional oleh BPKP dan BPK serta 
melibatkan DPR dan DPRD. Pengawasan tersebut di antaranya meliputi 
tindakan-tindakan maladministrasi yang masih terjadi dalam pelayanan 
 publik yang sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu lembaga 
Ombudsman dengan tugas dan wewenangnya sangat diandalkan untuk 
menangani masalah maladministrasi tersebut. 
Jadi disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk 
jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 
pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
2. Asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 
masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini 
pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai 
kepentingan masyarakat. Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas 
yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik 
dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat 
sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.  
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna 
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. 
Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang 
profesional, kemudian Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan 
asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari : 
1) Transparansi 
 Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
2) Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
3) Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas. 
4) Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
5) Kesamanan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
6) Keseimbangan Hak dan kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing- masing pihak. 
 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam 
Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yang dikutip oleh Eny Kusdarini (2011: 190) yakni yang terdiri dari 12  asas : 
1) Asas kepentingan umum, 
2) Asas kepastian hukum, 
3) Asas kesamaan hak, 
4) Keseimbangan hak dan kewajiban, 
5) Asas keprofesionalan, 
6) Asas partisipasif, 
7) Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif, 
8) Asas keterbukaan, 
9) Asas akuntabilitas, 
10) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
11) Asas ketepatan waktu, 
12) Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan 
berkualias apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, 
 akuntabilitas, partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan 
kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu dan kemudahan. 
3. Standar Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu 
masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 
pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan 
Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-
kurangnya meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengadaan. 
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
d. Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana 
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 
perilaku yang dibutuhkan. 
 
 Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman 
tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun 
komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 
a. Dasar hukum 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar. 
b. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. 
c. Sistem, mekanisme dan prosedur 
Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 
d. Jangka waktu penyelesaian 
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
e. Biaya/tarif 
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat. 
f. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. 
g. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas 
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi 
kelompok rentan. 
h. Kompetensi pelaksanaan 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman. 
i. Pengawasan internal 
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana. 
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut. 
k. Jumlah pelaksana 
Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya. 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 
resiko keragu-raguan, dan 
 
 
 n. Evaluasi kinerja Pelaksana 
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman 
dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan 
indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. 
Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan 
masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai 
pengguna pelayanan. 
1. Jenis- jenis Pelayanan 
Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan 
manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan 
hidup manusia, baik itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. 
Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia 
menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam 
upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. 
Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya 
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya 
sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. 
Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam 
Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau 
publik antara lain : 
 a. Pelayanan administratif 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 
resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-
dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte 
Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan 
Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 
Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. 
b. Pelayanan barang 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis 
barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 
penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 
c. Pelayanan jasa 
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang 
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 
 
Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh 
Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan 
konsultasi, keuangan, dan perbankan; 
2) Trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, 
perlengkapan, dan perbaikan; 
3) Infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam 
komunikasi dan transportasi; 
4) Sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain 
dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan 
5) Public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan 
dari pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan 
ekonomi. 
 
Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada 
masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat 
dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu : 
1) Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat 
yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti 
 pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah dan Imigrasi. 
2) Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang 
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 
memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya 
sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, 
pelabuhan dan lainnya. 
3) Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, 
telepon, dan transportasi. 
4) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang 
menyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan 
kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, 
gas, tekstil dan perumahan murah. 
5) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang 
berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan 
kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan 
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim 
piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara 
lain : 
 
a) Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu); 
b) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa; 
c) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin peneyerahan gerak 
pelaku pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup; 
d) Menimbulkan rasa kenyamanan; 
e) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional 
penyelenggara. 
 
Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan 
umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa 
pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat 
luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu 
pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan 
karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah 
sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak 
yang menerima pelayanan. 
 
 4. Unsur – unsur Pelayanan 
Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau 
unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir 
(2002: 8), unsur-unsur tersebut antara lain : 
a. Sistem, prosedur, dan metode 
Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode 
yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Dalam 
Undang-undang Keterbukaaan Informasi Publik Nomor :  14 tahun 
2008 Pasal 13 ayat (1)  yang  menjelaskan bahwa untuk 
mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan 
Publik : a) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi; dan b) membuat dan mengembangkan sistem 
penyediaan layanan informasi secara cepat , mudah, dan wajar 
sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik 
yang berlaku secara nasional.  
b. Personil 
Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. 
Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, 
disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. 
c. Sarana dan prasarana 
Dalam pelayanan diperlkan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas 
pelayanan. Misalya seperti ruang tamu, tempat parker yang 
memadai dan sebagainya. 
 d. Masyarakat sebagai pelanggan 
Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah 
heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.  
Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan 
informasi prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha 
dari pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti 
contohnya petugas menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat 
berjalan tertib. 
Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode 
adalah unsur personil juga memiliki peranan penting mewujudkan 
pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki kemampuan yang sesuai 
dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas 
pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada 
pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan 
ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik 
pendidikannya maupun perilakunya. 
Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan 
publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan 
agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan 
tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, petugas juga akan 
mudah memberikan layanan. 
 Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. 
Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari 
petugas pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga 
mempunyai kewajiban untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah 
ditetapkan petugas agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban baik 
penerima layanan maupun pemberi layanan. 
5. Faktor Pendukung Pelayanan 
Pelayan umum kepeda masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana 
yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta 
dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses 
pelayanan terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan 
yang berbeda-beda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama 
akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik.  
H.A.S Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung 
pelayanan, antara lain : 
a. Faktor kesadaran  
Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang 
merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga 
diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 
keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa 
seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan. 
b. Faktor aturan 
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan 
seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau 
tidak langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini 
seseorang akan mempunyai pertimbangan dalam menentukan 
langkahnya. Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan 
ditunjukan oleh hal-hal penting : 
1) Kewenangan 
2) Pengetahuan dan pengalaman 
3) Kemampuan bahasa 
4) Pemahaman pelaksanaan 
 5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan 
disiplin kerja. 
c. Faktor organisasi 
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi 
lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam 
organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, 
dan metode untuk memperlancar mekanisme kerja. 
d. Faktor pendapatan 
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan 
mbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. 
Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jangka 
waktu tertentu. 
e. Faktor kemampuan 
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh 
mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga 
menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
f. Faktor sarana pelayanan 
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 
pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian 
pekerjaan. Adapun fungsi sarana pelayanan, antara lain : 
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat 
2) menghemat waktu 
3) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa 
4) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin 
5) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan. 
6) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang 
berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional. 
 
Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi 
saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan 
pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, 
pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/ tindakan dengan 
atau tanpa tulisan. 
Wolkins dalam Fandy Tjiptono (2000: 75) mengemukakan enam 
faktor dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara 
berkesimambungan. Keenam faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, 
 pendidikan, perencanaan, review, komunikasi serta penghargaan dan 
pengakuan”. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat 
berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : faktor 
kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat; faktor 
aturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan; faktor 
organisasi yang baik; faktor imabalan atau gaji; faktor kemampuan dalam 
bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan pendidikan. 
6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Selain adanya lembaga Ombudsman yang mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik, ada pula Undang-Undang No. 5 tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan :  
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
 b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum 
berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi 
yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi 
yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, 
dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan 
yang baik; 
c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari 
reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai 
profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan 
dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan 
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur 
sipil negara; 
Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi 
satuan kerja atau satuan orang kementrian, departemen, lembaga, 
pemerintahan non departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan 
tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah 
termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik 
adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. 
Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan 
umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai 
kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, 
sebagai masyaakat mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang 
keladinya adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi seperti 
 dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah “Merupakan tipe 
dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas administratif 
yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) 
pekerjaan dari banyak orang.” 
Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menyatakan penyelenggara memiliki hak : 
a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan 
tugasnya; 
b. Melakukan kerjasama; 
c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan 
publik; 
d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak 
sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;  
e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
penyelenggara berkewajiban: 
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 
b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat 
pelayanan; 
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten; 
d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan 
publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 
e. Memberikan pelatanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 
negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik        
hendaknya instansi memperhatiakan hak dan kewajiaban sebagai 
penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah diamanatkan pada 
undang-undang. 
Dari uraian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut perlu 
adanya standar pelayanan prosedur (SOP) dimana rangkaian tata kerja 
yang berkaitan satu sama lainnya, sehingga menunjukan adanya urutan 
tahapan secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus ditempuh 
dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas.  
7. SOP dan Ruang Lingkupnya 
a. Pengertian SOP 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah 
petunjuk buku yang sifatnya tertulis. SOP menurut pandangan 
Tambunan (2008:79) adalah pedoman yang berisi prosedur-
prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang 
digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan 
tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan 
oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, 
konsisten, standard dan sistematis. 
 Sedangkan menurut Adrinal Tanjung dan Bambang Subagjo 
(2012: 18), terdapat juga beberapa pengertian umum tentang SOP, 
yaitu: 
1) Instruksi tertulis sederhana, untuk menyelesaikan tugas rutin 
dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi 
persyaratan operasional; 
2) Serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari 
aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu 
organisasi; dan 
3) Penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, 
dimana dan oleh siapa. 
Secara menyeluruh satuan SOP akan menggambarkan 
secara detail cara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
beroperasi (bekerja). 
(Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, 2012: 17). Dari 
penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 
proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan 
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
b. Asas-asas Penyusunan SOP 
1) Asas Pembekuan, yaitu Disusun berdasarkan tata cara dan 
bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan 
yang baku dalam melakukan suatu tugas   
 2) Asas pertanggung jawaban, hal ini harus dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, bentuk, prosedur, 
standar yang ditetapkan maupun dari sisi keabsahannya  
3) Asas Kepastian, yakni adanya keseimbangan hak dan 
kewajiban antara aparatur dan masyarakat sehingga masing-
masing pihak mempunyai tanggung jawab yang sama  
4) Asas Keseimbangan, yakni Adanya keseimbangan hak dan 
kewajiban antara aparatur dan masyarakat sehingga masing-
masing pihak mempunyai tanggung jawab yang sama  
5) Asas Keterkaitan, yaitu harus terkait dengan kegiatan 
administrasi umum lainnya baik secara langsung ataupun 
tidak langsung  
6) Asas kecepatan dan kelancaran, yakni yang dapat menjamin 
terselesaikannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin 
kemudahan dan kelancaran secara prosedural  
7) Asas keamanan, yaitu harus dapat menjamin kepentingan 
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas  
8) Asas keterbukaan, yaitu Keberadaan SOP dapat 
menciptakan transparansi dalam pelaksanaan tugas  
c. Prinsip-Prinsip Penyusunan SOP 
1) SOP harus ditulis secara jelas, sederhana dan tidak berbelit-
belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan untuk satu 
kegiatan tertentu  
 2) SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik 
mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, 
maupun rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayaran 
bila diperlukan adanya biaya pelayanan  
3) SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa 
yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu 
yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab 
masing-masing pejabat/pegawai  
4) SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 
kebijakan yang berlaku  
5) SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang 
mudah ditelusuri jika terjadi hambatan  
SOP atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari 
aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. 
Beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen dalam pembuatan 
SOP, diantaranya adalah penetapan SOP,  Daftar Isi Dokume, 
Penjelasan singkat penggunaan dan Prosedur-prosedur sebagai 
bagian dari dokumen SOP, sebaiknya SOP dibagi ke dalam jenis 
tertentu, sesuai dengan kebutuhan satuan organisasi/kerja  
Dokumen SOP sebagai sebuah pedoman pelaksanaan 
kegiatan yang mengikat seluruh unsur yang ada di setiap satuan 
 organisasi/kerja dan UPT, harus ditetapkan dalam suatu keputusan 
yang diatur berdasarkan satuan organisasi dan UPT. 
 
2.7 Kerangka Konsep 
Berdasar dari teori-teori tentang patologi birokrasi dituangkan dalam 
sebuah bagan yang menjadi alur konseptual tentang pelayanan publik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir 
 
 
2.8 Definisi Operasional  
Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti 
memberikan  batasan definisi operasional sebagai berikut :  
1. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya bahwa 
negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. 
Birokrasi masih belum efisien, ditandai dengan adanya tumpang tindih 
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- UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 
- UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2008 
- UNDANG–UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 
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 kegiatan antar instansi masih tidak jelas, tetapi masih ditangani 
pemerintah. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam 
memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya 
2. Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang 
muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka 
kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, 
sosial kultural dan teknologikal.  
3. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam 
bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di 
Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah petunjuk buku 
yang sifatnya tertulis yang berisi prosedur-prosedur operasional yang 
ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa 
semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas 
proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan 
secara efektif, konsisten, standard dan sistematis. 
  
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian                                                      
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panakkukang 
Kota Makassar, Adapun pelaksaan penelitian dilakukan selama kurang 
lebih 2 (dua bulan). 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer  
Sumber data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung 
dari narasumber penelitian. Dalam hal ini sumber datanya adalah orang-
orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data atau informan yang dapat memberikan sejumlah informasi yang 
dibutuhkan sebagai data-data penelitian untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini.  
Dalam memperoleh data primer, penulis sengaja menentukan 
orang-orang yang memberikan informasi dan dengan pertimbangan nara 
sumber yang dipilih tersebut berkualitas dalam memberikan informasi 
yang dibutuhkan. Data primer juga bisa digunakan sebagai bahan 
pertimbangan data sekunder.  
2. Data Sekunder  
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-
buku, data dari dokumen, informasi lain, serta laporan yang terkait dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini 
menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-
teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu 
pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung 
proses pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Subbagian 
Pelayanan umum di Kantor Kecamatan Panakkukang. Dalam observasi 
langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap 
objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti 
berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati. 
2. Wawancara 
Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 
dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang 
akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya 
wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek 
ulang data dari hasil observasi di Kantor Kecamatan Panakkukang. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi 
langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa 
hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait dengan 
 pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Panakkukang yang 
terdiri : . 
1. Camat  :      :   1 orang  
2. Sekertaris Kecamatan      :   1 orang  
3. Ka.Sub Pelayanan Administasi Kependudukan  :   1 orang  
4. Staf Sub Pelayanan Administasi Kependudukan  :   3 orang 
5. Aparat Ombudsman      :   3 orang 
6. Tokoh Masyarakat (RW / RT)    :   4 orang  
7. Masyarakat       :   7 orang 
Total responden dalam penelitian  : 20 orang 
 
3.4 Dokumentasi 
Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, 
dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah 
ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk 
memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik 
(administrasi kependudukan) di Kantor Kecamatan Panakkukang. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif Administasi Kependudukan. Melalui teknik 
 tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan 
dengan menerapkan prosedur sebagai berikut:  analisis deskriptif kualitatif 
dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan 
penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan 
berpedoman kepada teori-teori yang sesuai. 
Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis 
data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan masing-masing adalah : 
1.  Reduksi Data 
Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data 
merupakan suatu bentuk analisis yang memanajemen, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
2.  Penyajian Data 
 Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian 
data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih 
sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita akan 
dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 
dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan 
 berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian 
data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, jaringan 
grafik, bagan dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami 
pola umum dari data atau informasi yang diperoleh. 
3.  Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi 
pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan 
data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan 
cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-
akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu 
masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas 
setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin 
banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus 
diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga akan 
diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.  
 
  
 
 
  
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menjabarkan profil Kota Makassar dan 
penjelasan hasil penelitian. 
4.1 Profil Kota Makassar 
Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan 
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang 
tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah 
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi 
Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasrkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km2 
menjadi 115,87 Km2, terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan 
dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi 
sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Pangkajene Kupulauan.  
 Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar 
dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 
tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan bahwa 
perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan 
mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan pasal 
5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, 
bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 
tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen 
masyarakat Kota Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, dan 
Masyarakat yang mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah 
Makassar.  
4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar  
Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 
Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat bagian 
Selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119024’17’38” Bujur Timur 
dan 508’6’19” Lintang Selatan. 
Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah 
yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Gowa, Sebelah Utara 
berbatas dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota 
Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut. 
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi 
kedalam 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Selain memiliki wilayah 
daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat 
dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. 
Gambar 1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
Adapun pulau-pulau wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari 
dua kecamatan yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-
pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang yang terdiri dari 12 
pulau, bagian dari gugsan pulau-pulau Sangkarang. Pualu tersebut adalah 
Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone 
 Tambung, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, 
Pulau Gusung dan Pulau Kayangan. 
Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan 
persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:  
TABEL 2 
LUAS WILAYAH DAN PERSENTASE TERHADAP LUAS WILAYAH 
MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 
 
No. Kode wil. Kecamatan 
Luas wilayah 
(km2) 
Persentase terhadap 
luas kota Makassar 
1 010 Mariso 1,82 1,04 
2 020 Mamajang 2,25 1,28 
3 030 Tamalate 20,21 11,50 
4 031 Rappocini 9,23 5,25 
5 040 Makassar 2,52 1,43 
6 050 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 060 Wajo 1,99 1,13 
8 070 Bontoala 2,10 1,19 
9 080 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 090 Tallo 5,83 3,32 
11 100 Panakukkang 17,5 9,70 
12 101 Manggala 24,14 13,73 
13 110 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 111 Tamalanrea 31,84 18,12 
15 7371 Kota Makassar  175,77 100,00 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka, 2016 
Berdasarkan tabel 1 di atas Luas wilayah dan persentase terhadap 
luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar pada tahun 2016 
menunjukkan bahwa kecamatan biringkanaya adalah kecamatan terluas 
 di kota Makassar dengan luas 48,22 km2 dan persentase terhadap luas 
kota Makassar yaitu 27,49%. Sedangkan kecamatan wajo adalah 
kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 1,99 km2 dan persentase 
terhadap luas kota Makassar yaitu 1,13%. 
4.1.2 Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2015 tercatat sebesar 
1.408.027 jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 671.986 perempuan. 
Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar dimungkinkan 
akibat terjadinya arus urbanisasi karena faktor ekonomi, pendidikan, dan 
juga Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Selatan serta 
pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur. 
Penduduk Kota Makassar yang berjumlah 1.408.027 jiwa tersebar di 
14 Kecamatan. Namun persebaran tersebut tidak merata, hal tersebut 
disebabkan konsentrasi penduduk berbeda pada tiap kecamatan, serta 
kebijakan pemerintah tentang penetapan lokasi pembangunan rumah 
pemukiman penduduk dan lokasi pengembangan kawasan industri juga 
berbeda.  
Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di  wilayah 
kecamatan biringkanaya, yaitu sebanyak 195.906 atau sekitar 13,91 
persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Panakkukang sebanyak 
182.939 jiwa (12,99 persen), kecamatan rappocini sebanyak 156.665 jiwa 
 (11,13 persen), dan yang terkecil adalah kecamatan wajo sebanyak 
26.477 jiwa (1,88 persen). 
4.1.3 Visi Kota Makassar 
Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan 
diwujudkan pada periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah 
rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dijelaskan dan 
dijabarkan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. 
Rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025 dan visi 
Provinsi Sulawesi Selatan 2018. 
Visi Kota Makassar 2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, 
Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Provinsi 
Sulawesi Selatan 2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama 
Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi 
Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi Kota Makassar 2005-
2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan 
RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Provinsi Sulawesi 
Selatan 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan 
dengan isu strategis Kota Makassar. 
Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi 
dengan visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi 
RPJPD pada “orientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan 
sebagai “kota dunia”, serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan 
 “paling bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan 
sebagai “yang nyaman untuk semua”. Pokok visi “kota maritim, niaga, 
pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD 2013-
2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. 
Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, 
relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi 
“Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan 
bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama 
Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan 
pada Tahun 2018”. 
Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga 
pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota 
Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing 
pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut. 
Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki 
keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi 
atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam 
dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat 
dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”. 
Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan 
yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian 
secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin 
 kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankankan 
prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder 
dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan 
sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”. 
Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan 
dirasakaan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan 
jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk 
kelompok difabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya 
“pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi” 
 
4.1.4  Misi Kota Makassar 
Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan 
pokok visi yang relevan. Misi selanjutkan diturunkan dalam Rencana 
Pembangaunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Rumusan misi 
RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut  :  
1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera 
Standar Dunia. 
Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) pengurangan 
pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas,          
(3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis,                        
(5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan 
pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan                     
 (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan 
pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”. 
2. Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia 
Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) penyelesaian 
masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan           
kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, 
(5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, 
(7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan 
untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas dunia”. 
3. Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas 
Dunia Bebas Korupsi 
Misi ini mencakup upaya umum dalam hal (1) peningkatan 
pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, 
(3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke 
rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan,                
(6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses 
internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi 
ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia 
bebas korupsi”. 
 
4.1.5  Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap 
urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan 
dalam mendukung pelaksanaan misi, unruk mewujudkan visi 
 pembangunan daerah kota Makasssar selama 5 (lima) tahun mendatang. 
Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-
hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi 
dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan 
daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-
masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan 
memperhatikan visi. 
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk 
jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk 
mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan 
dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan 
isu-isu strategis daerah. 
 
4.2 Keadaan Wilayah Kecamatan Panakkukang 
4.2.1 Letak geografis dan batas wilayah Kecamatan Panakkukang 
Kecamatan panakkukang merupakan salah satu dari 14 kecamatan 
di kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah 
utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di 
sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 
Makassar.  Kecamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai 
dengan topografi ketinggian 500 m dari permukaan laut, menurut 
jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 
antara 1-2 km.     
 4.2.2  Luas Wilayah 
Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 
wilayah 17,05 km, dari luas wilayah tersebut seperti pada tabel 2. 
TABEL 3 
LUAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG 
No Kelurahan Luas  
1 Kelurahan Paropo   1,94 km² 
2 Kelurahan Karampuang                1,46 km² 
3 Kelurahan Pandang 1,16 km² 
4 Kelurahan Masale 1,32 km² 
5 Kelurahan Tamamaung  1,27 km² 
6 Kelurahan Karuwisi 0,85 km² 
7 Kelurahan Sirinjali 0,17 km² 
8 Kelurahan Karuwisi Utara 1,72 km² 
9 Kelurahan Pampang 2,63 km² 
10 Kelurahan Panaikang 2,35 km² 
11 Kelurahan Tello Baru 2,16 km² 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka, 2016 
Tabel di atas tampak bahwa Kelurahan Pampang memiliki wilayah 
terluas yaitu 2,63 km, terluas kedua adalah Kelurahan Panaikang dengan 
luas wilayah 2,35 km, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya 
adalah Kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km . Kecamatan Panakukang terdiri 
atas 91 RW dan 474 RT dengan kategori kelurahan swasembada. 
dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi swadaya 
dan swakarya. 
 Adapun jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang 142.577 jiwa 
yang terbagi atas Laki-laki 70.724 jiwa dan Perempuan 71.853 jiwa 
seperti pada tabel 3 berikut :  
TABEL 4 
 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PANAKKUKANG 
 
NO KELURAHAN 
JENIS KELAMIN 
JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Paropo 7.851 8.212 16.063 
2 Karampuang 5.523 5.303 10.826 
3 Pandang 5.206 5.587 10.793 
4 Masale 5.265 5.750 11.015 
5 Tamamaung 13.425 13.400 26.825 
6 Karuwisi 5.191 5.584 10.775 
7 Sinrijala 2.101 2.305 4.406 
8 Karuwisi utara 4.041 4.118 8.159 
9 Pampang 8.328 8.481 16.809 
10 Panaikang 8.012 7.824 15.836 
11 Tello baru 5.781 5.289 11.070 
JUMLAH 34.518 35.904 70.422 
Sumber : Kantor Kecamatan Panakkukang, 2016 
Selanjutnya jumlah penduduk yang telah mempunyai E-KTP dilihat 
dari setiap Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Panakkukang 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
 
 
 TABEL 5 
JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH MEMILIKI KARTU TANDA 
PENDUDUK PER KELURAHAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG 
 
NO KELURAHAN 
JENIS KELAMIN 
JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Paropo 4.650 3.981 8.631 
2 Karampuang 3.317 2.440 5.757 
3 Pandang 2.494 2.703 5.197 
4 Masale 2.914 2.945 5.859 
5 Tamamaung 6.912 7.380 14.292 
6 Karuwisi 3.177 3.428 6.605 
7 Sinrijala 1.143 800 1.943 
8 Karuwisi utara 1.790 2.062 3.852 
9 Pampang 2.758 3.939 6.697 
10 Panaikang 4.121 3.868 7.989 
11 Tello baru 2.930 2.403 5.333 
JUMLAH 
Sumber : Kantor Kecamatan Panakkukang, 2016 
Lebih lanjut berikut jumlah penduduk yang ada Kelurahan yang 
berada di wilayah Kecamatan Panakkukang baik laki-laki dan perempuan 
yang belum mempunyai E-KTP dapat dilihat pada tabel 5 berikut :  
 
  
 TABEL 6 
JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KARTU TANDA 
PENDUDUK PER KELURAHAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG 
 
NO KELURAHAN 
JENIS KELAMIN 
JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Paropo 3.201 4.231 16,063 
2 Karampuang 2.206 2.863 10,826 
3 Pandang 2.712 2.884 10,793 
4 Masale 2.351 2.805 11,015 
5 Tamamaung 6.513 6.020 26,825 
6 Karuwisi 2.014 2.156 10,775 
7 Sinrijala 958 1.505 4,406 
8 Karuwisi utara 2.251 2.056 8,159 
9 Pampang 5.570 4.542 16,809 
10 Panaikang 3.891 3.956 15,836 
11 Tello baru 2.851 2.886 11,070 
JUMLAH 36.206 35.949 72.155 
Sumber : Kantor Kecamatan Panakkukang, 2016 
4.2.3 Pemerintahan dan Lembaga/Organisasi Tingkat Kelurahan 
Kegiatan pemerintahan di kecamatan Panakkukang dilaksanakan 
oleh sejumlah aparat/pegawai yang berasal dari berbagai dinas/instansi 
pemerintah yang jumlahnya 256 orang terdiri dari 107 laki-laki dan 149 
perempuan. Instansi yang menempatkan pegawainya untuk bertugas di 
kantor kecamatan yakni BKKBN dan badan pusat statistik. Jumlah 
 pegawai BKKBN yakni 11 orang dan 1 orang dari badan pusat statistik 
sebagai koordinator statistik kecamatan. 
Lain halnya lembaga dan organisasi tingkat desa/Kelurahan yang 
terbentuk di Kecamatan Panakkukang dengan sejumlah anggotanya 
diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan 
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Organisasi Pemuda di 
Kecamatan Panakkukang terdapat 1 unit di setiap Kelurahan. 
Dengan desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, khususnya di bidang pelayanan publik, 
sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
pemerintah daerah akan dapat menciptakan momentum untuk melakukan 
penguatan politik lokal yang berdampak kepada perbaikan pelayanan 
pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah kepada 
rakyat. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU no 
25 Tahun 2009 untuk mencapai tujuan dengan maksimal, maka ditetapkan 
visi dan misi kecamatan Panakukang sebagai acuan pelaksanaan tugas 
sebagai berikut :  
VISI 
“Terwujudnya pelayanan publik yang optimal melalui pelaksanaan 
pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab serta pembangunan 
yang berkesinambungan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera 
dalam upaya mendukung terwujudnya Panakukang yang tertib, aman dan 
damai menuju “Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, 
Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi” 
 MISI 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapakan misi sebagai berikut :  
a. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat  
b. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan  
c. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pemberdayaan pembangunan 
dan kemasyarakatan  
d. Melaksanakan tugas-tugas di bidang ketentraman dan ketertiban  
e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial  
f. Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pengembangan 
perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan  
Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki 
tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut, adapun 
struktur Pemerintah Kecamatan Panakkukang. 
 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN 
PANAKKUKANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Panakkukang 
Camat 
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 Adapun tugas-tugas pada struktur organisasi Kecamatan 
Panakkukang adalah sebagai berikut:  
a. Tugas pokok dan fungsi Camat  
1) Tugas pokok Camat  
Tugas pokok Camat Panakukang adalah melaksanakan 
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 
bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, social, 
ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi 
otonom dan UPDT di wilayah kerjanya.  
2) Fungsi Camat  
a) Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat  
b) Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan 
ketertiban umum  
c) Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan  
d) Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum  
e) Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di tingkat kecamatan  
f) Membinan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan  
g) Mengordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan  
h) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan kelurahan  
 i) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
kepengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya  
j) Pelaksanaan kesekretariatan.  
b. Tugas pokok Sekretaris Camat dan Seksi-Seksi  
1) Sekertaris Camat  
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan 
administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam 
menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai 
fungsi:  
a) Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan  
b) Pelaksanaan urusan keuangan  
c) Pelaksanaan urusan perlengkapan  
d) Pelaksanaaan urusan umum dan rumah tangga  
e) Pelaksanaan koordinasiterhadap penyusunan perencanaan 
program kerja kecamatan  
2) Subbagian Umum  
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, 
mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan 
urusan kerumah tanggaan kecamatan.  
Adapun fungsi dari subbagian umum adalah:  
 a) Menyusun rencana kerja pada subbagian umum dan 
kepegawaian  
b) Mengatur pelaksanaan kegiatan, sebagian urusan 
ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, surat 
perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang  
c) Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan  
d) Membuat usul kenaikan pangka, mutasi dan pension  
e) Membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar  
f) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan  
g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan bidang organisasi dan 
ketatalaksanaan  
3) Subbagian Keuangan  
Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan 
perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan 
anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, dan merumuskan 
rencana kebutuhan perlengkapan.  
Adapun fungsi subbagian keuangan adalah sebagai berikut: 
a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas 
pokok dan fungsinya  
b) Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja kecamatan  
c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan 
rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen 
 pelaksanaan anggaran dari masing-masing satuan kerja 
sebagai bahan konsultasi pelaksanaan ke BAPPEDA  
d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya  
e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan  
f) Menyusun laporan hasil pelaksaan tugas  
4) Sekertaris Pemerintahan  
Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi Negara dan 
kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, 
pengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah, pembinaan 
administrasi kelurahan serta penyelenggaraan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.  
Adapun fungsi dari seksi pemerintahan ketentraman dan 
ketertiban umum antara lain:  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas 
pokok dan fungsinya  
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya  
c) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar.  
d) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi 
Negara dan Kesatuan Bangsa.  
e) Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan  
 f) Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan lomba/penilaian 
kelurahan  
g) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan  
h) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset daerah 
dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah 
kecamatan  
i) Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok 
dan fungsinya  
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan  
k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya  
5) Seksi pemberdayaan Masyarakat  
Seksi pemberdayan masyarakat mempunyai tugas menyusun 
rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan 
masyarakat kecamatan. 
Adapun fungsinya adalah:  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas 
dan fungsi pokoknya membagi tugas kepada bawahan 
sesuai bidangnya  
b) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil 
pelaksanaan tugas  
c) Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah 
kecamatan  
 d) Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulant 
bagi lembaga kemasyarakatan  
6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan  
Seksi perekonomian mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana dan penyelenggaraan pengembagan ekonomi wilayah 
kecamatan dan kelurahan, administrasi pemungutan pajak dan 
retribusi daerah dan pengembagan pembangunan, pelaksaan 
pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.  
Adapun fungsinya :  
a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas 
pokok dan fungsinya  
b) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar  
c) Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian 
kredit dalam rangka menunjang kebersihan program usaha 
perekonomian masyarakat  
d) Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitas dan koordinasi 
penyelenggaraan pembagunan di wilayah kecamatan  
c. Jenis-jenis Pelayanan  
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
2) Kartu Kelurga (KK)  
3) Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  
4) Surat keterangan dan  
5) Lainnya  
 4.3 Mekanisme Pelayanan SOP dalam Pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk  dan Kartu Keluarga  
Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola  
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi  
dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip  
corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen 
pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria  
standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan  
aktivitas-aktivitasnya.  
Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
pada umumnya mengacu pada tahap / proses pembuatan administrasi 
kependudukan yang didasari adanya standar kinerja. 
Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi 
pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang  
bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai  tolok 
ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi  pemerintah 
dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual  prosedur 
diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju 
pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut 
berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, 
aliran data, dan aliran kerja. 
 Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah-
langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, 
aliran data, dan aliran kerja. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi 
membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan 
dapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bagaimana tujuan 
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang  
berlaku menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 
pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang 
ditetapkan menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik dan 
menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.  
Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja 
(sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam 
pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah.  
SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan 
prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan 
suatu standar yang sudah baku.   
Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan 
prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi 
pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-
prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat 
organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Tahap penting 
dalam penyusunan Standar operasional prosedur adalah melakukan 
analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis 
 prosedur kerja.  Berikut mekanisme pelaksanaan penerbitan administrasi 
kependudukan dalam Standar Operasional Pelayanan  sesuai Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 81 tahun 2013 : 
1. Prosedur Penerbitan Kartu Keluarga 
a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK). 
1) Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan 
setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) kartu keluarga. 
2) Setiap Kartu Keluarga harus ada nama Kepala Keluarga,alamat 
dan memiliki Nomor Kartu Keluarga 
3) Kartu Keluarga ( KK ) wajib diganti / diperbaharui apabila : 
rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota 
keluarga. 
4) Untuk mengganti / memperbaharui KK dikenakan retribusi 
sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku. 
b. Permohonan KK Baru. 
Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum 
terekam di data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam 
pusat Bank Data Kependudukan Nasional Persyaratan bagi 
pemohon kartu keluarga (KK) baru: 
1) Pengantar dari RT dan RW; 
2) Melampirkan foto copy Buku Nikah /Akta Perkawinan (bagi 
pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat 
berwenang). 
 3) Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah 
Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali 
atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 
(satu) tahun. 
4) Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang 
ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan 
melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku. 
5) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh 
Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena 
pindah. 
6) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang 
mengalami kelahiran. 
c. Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota 
keluarga yang mengalami kelahiran sebagai berikut: 
1) Pengantar dari RT dan RW. 
2) KK lama. 
3) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang 
dilegalisir. 
4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang 
menumpang kedalam KK. 
d. Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota 
keluarga yang menumpang kedalam KK sebagai berikut: 
1) Pengantar dari RT dan RW. 
 2) KK Lama. 
3) KK yang ditumpangi. 
4) Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah 
Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali 
atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 
(satu) tahun. 
5) Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang 
ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan 
melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku. 
6) Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah 
yang datang dari luar negeri karena pindah. 
7) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang 
ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing. 
e. Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota 
keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau 
Orang Asing sebagai berikut: 
 
1) Pengantar dari RT dan RW. 
2) KK Lama atau KK yang ditumpangi. 
3) Paspor. 
4) Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap yang dilegalisir. 
5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 
6) Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik 
meninggal atau pindah. 
 f. Persyaratan Perubahan KK karena Perubahan KK akibat 
pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah 
sebagai berikut: 
 
1) Pengantar dari RT dan RW. 
2) KK Lama. 
3) Foto cpy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dan atau 
4) Surat Keterangan Pindah. 
5) Penerbitan KK karena Hilang / Rusak. 
g. Persyaratan Perubahan KK karena KK Hilang / Rusak sebagai 
berikut: 
1) Pengantar dari RT dan RW. 
2) Surat Keterangan kehilangan dari Lurah. 
3) KK yang rusak. 
4) Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota 
keluarga yang dilegalisir; atau 
5) Dokumen keimigrasian bagi orang asing. 
6) Pembetulan Data KK. 
h. Persyaratan pembetulan data KK sebagai berikut: 
1) Pengantar RT dan RW. 
2) KK Lama. 
3) Foto copy bukti pendukung yang dilegalisir sesuai dengan 
permohonan pembetulan data dalam KK. 
4) Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Warga Negara 
Indonesia. 
 di Kelurahan: 
1) Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan 
mengisi formulir permohonan KK. 
2) Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti 
kelengkapan berkas persyaratan. 
3) Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian 
Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk 
Penduduk (BIP). 
4) Lurah menandatangani Formulir permohonan KK. 
di Kecamatan: 
1) Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas 
permohonan KK. 
2) Camat menandatangani formulir permohonan KK. 
di Dinas Catatan Sipil : 
1) Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base 
kependudukan 
2) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK. 
i. Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Orang Asing Tinggal 
Tetap. 
 
Dilaksanakan di Dinas: 
1) Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan 
membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir 
permohonan KK. 
2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK. 
 3) Petugas menandatangani formulir permohonan. 
4) Petugas melakukan perekaman data dalam database 
kependudukan. 
5) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK. 
2. Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP 
digunakan oleh pemerintah dalam mengadministrasi penduduk guna 
menciptakan keamanan dan untuk mengetahui identitas warga 
masyarakat sekaligus memberikan status kewarganegaraan. 
Bapak Sekcam Panakkukang (H. Ruly, S.Sos, MM)      Kepala 
mengatakan bahwa :  E-KTP merupakan produk pusat sehingga berlaku 
nasional. Dapat dipergunakan di seluruh wilayah Indonesia. 1 (satu) orang 
hanya memiliki 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemberlakuan 
E-KTP untuk mencegah adanya KTP ganda.  Contoh : A adalah penduduk 
Kota Makassar sudah mendapatkan E-KTP lalu Ia pindah ke daerah lain. 
Pihak kelurahan memberikan pindah penduduk dari Dinas kependudukan 
dan Catatan sipil. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dimana 
orang itu pindah, mengakses ke pusat, menerangkan bahwa orang ini 
telah berpindah dari kota/kabupaten satu  ke kabupaten lainnya. 
 Adapun persyaratan di Kelurahan mengenai pengurusan KTP dan 
sekarang ini menjadi E-KTP adalah sebagai berikut : 
a. Pembuatan E-KTP baru 
1) Berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah 
2) Surat Pengantar dari RT/RW 
3) Kartu Keluarga 
4) Akta Kelahiran 
5) Akta Nikah bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun 
6) Tanda pelunasan PBB  terakhir 
b. Perpanjangan E-KTP  
1) Surat Pengantar dari RT/RW 
2) Kartu Keluarga 
3) E-KTP yang telah habis masa berlakunya  
4) Tanda pelunasan PBB  terakhir 
c. Penerbitan E-KTP baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap  
1) Berumur 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah 
2) Surat Pengantar dari RT/RW 
3) Kartu Keluarga 
4) Akta Nikah bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun 
5) Akta Kelahiran 
6) Paspor 
7) Izin Tinggal 
8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
 d. KTP hilang / rusak  
1) Surat Pengantar dari RT/RW 
2) Surat keterangan hilang dari kepolisian (bagi KTP yang hilang) 
3) KTP yang rusak 
4) Kartu Keluarga 
5) Tanda pelunasan PBB  terakhir 
e. Penerbitan E-KTP karena perubahan data  
1) Surat Pengantar dari RT/RW 
2) Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting 
3) Kartu Keluarga 
4) KTP lama 
Setelah semua syarat tersebut di atas terpenuhi selanjutnya proses 
pengurusan administrasi kependudukan dibawa ke kantor kelurahan 
selanjutnya pihak kelurahan akan memberikan surat pengantar yang 
kemudian akan dibawa ke kecamatan dan akan diproses di sana.            
Di kecamatan, akan dilakukan  penginputan data-data pribadi. Kemudian 
data tersebut dikirim dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ke 
bank data SKPD serta proses penerbitan output dokumen kependudukan.  
Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan E-KTP juga penting 
untuk diketahui. Waktu pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah tenggang waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk mengurus 
E-KTP. Masalah waktu menjadi sorotan dalam penelitian ini antara lain 
 karena didukung oleh pertimbangan bahwa bagaimanapun baiknya mutu 
pelayanan aparat kepada masyarakat, apabila dilaksanakan dalam waktu 
yang lama dan berlarut-larut maka dipastikan akan menimbulkan 
ketidakpastian masyarakat. Ketidakpuasan salah satu pihak dalam proses 
kegiatan organisasi tentu saja merupakan indikasi bahwa pelaksanaan 
tugas pelayanan aparat belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa 
yang diharapkan, yaitu pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang 
dilayani. Penyelesaian penerbitan dokumen sesuai aturan paling lambat 
adalah 5 (lima) hari kerja. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 
Makassar menjelaskan, untuk merealisasikan program Pencetakan Kartu 
Tanda Penduduk secara Elektronik (KTP-El) di Kantor Kecamatan ada 
enam item alat yang dibutuhkan di tiap kecamatan, seperti printer khusus, 
kamera, rounter, ups. Satu kecamatan total dana yang telah teralokasikan 
antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.  
Selanjutnya Bapak Surianto, S.Sos menjelaskan : 
“bahwa program tersebut, Kecamatan Panakkukang mampu 
melayani pencetakan E-KTP warga sampai 50 buah E-KTP setiap 
harinya apabila tidak terjadi hambatan-hambatan dalam proses 
penyelesaiannya. Adapun kepengurusan hingga pencetakan                
E-KTP tersebut,  berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh tim, 
setidaknya membutuhkan waktu paling lama 10 menit untuk 
mencetak satu buah E-KTP. Tahapan yang cukup rumit yakni pada 
saat pencocokan data kependudukan terhadap warga 
bersangkutan. Ketika warga itu sudah terdata atau masuk 
database, bisa mudah dan cepat penyelesaiannya.                   
(wawancara, tanggal 15 Oktober 2016) 
 
 Untuk mencocokkan data, waktu yang dibutuhkan antara 3 hingga          
5 menit. Setelah data cocok dan foto ataupun sidik jari sudah dilakukan, 
blangko tinggal dimasukkan ke mesin printer. Untuk memprint blangko 
hingga menjadi wujud fisik e-KTP tidak lebih dari semenit. Di tingkat 
kecamatan, Dispendukcapil bersinergi dengan tim Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan. 
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 
2015, biaya penerbitan administrasi kependudukan dalam hal ini adalah 
KTP tidak dikenakan biaya atau gratis, tetapi jika pengurusannnya lewat 
dari 6 (enam) bulan dikenakan biaya Rp.50.000,-. Perpanjangan KTP 
yang habis masa berlakunya digratiskan, tetapi lewat 6 (enam) bulan dari 
masa berlakunya dikenakan biaya Rp.75.000,- sedangkan penggantian 
KTP yang rusak/hilang dikenakan biaya Rp.50.000,- 
Adapun jenis layanan administrasi lainnya seperti surat keterangan,  
persyaratan yang harus dipenuhi tidak jauh berbeda dengan persyaratan 
untuk mengurus Kartu Keluarga dan E-KTP, yaitu : 
1) Surat Pengantar dari RT/RW 
2) KTP 
3) Pelunasan PBB terakhir 
       Adapun beberapa jenis surat keterangan yang dapat diurus di 
Kantor Kelurahan, yaitu : 
1. Surat Keterangan Kelahiran 
2. Surat Keterangan Kematian 
 3. Surat Keterangan Janda/Duda 
4. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah 
5. Surat Keterangan Jalan 
6. Surat Keterangan tidak Mampu 
7. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha 
8. Surat Keterangan Penguasaan Tanah 
9. Surat Keterangan Belum Nikah 
10. Surat Keterangan Domisili 
11. Surat Keterangan Bangunan Lama 
12. Surat Keterangan Belum Bekerja 
13. Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa 
Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam 
suatu birokrasi pemerintahan sudah menjadi rahasia umum bahwa 
kebanyakan kualitasnya rendah. Namun hal ini tidak menjadikan alasan 
utama untuk tetap pesimis atas perubahan yang mungkin terjadi dalam 
paradigma pelayanan yang selama ini menempatkan aparat dengan 
birokrasinya pada posisi yang harus dilayani, tetapi harus berubah kepada 
paradigm yang menempatkan pengguna jasa (konsumen) pada posisi 
yang lebih tinggi. 
Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan di Kantor Kecamatan 
Panakkukang, merupakan suatu hal yang harus diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat agar pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan 
baik dan lancar. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga turut 
 memberikan sumbangsih terhadap terwujudnya suatu pelayanan publik 
yang efektif dan efisien 
Peraturan MenPan dan RB No.35 tahun 2006 tentang pedoman 
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus memberikan 
kemudahan dan kejelasan yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan 
harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan. Sudah sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di Kecamatan 
Panakkukang, SOP di Kecamatan Panakkukang sudah sangat jelas dan 
memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin melakukan 
permohonan. Prosedur Pelayanan yang tidak berbelit- belit dan mudah di 
pahami oleh masyarakat membuat masyarakat tidak bertanya-tanya lagi 
kepada pihak Kecamatan dan masyarakat merasa mudah dalam 
mengurus kepentingannya masing-masing. 
Jika melihat hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan 
Panakkukang melalui wawancara mengenai Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan, tentang kemudahan dan 
kejelasan yang diberikan oleh Kecamatan Panakkukang dapat dikatakan 
sudah baik dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat yang 
melakukan permohonan pada Kantor Kecamatan Panakkukang. Hal ini 
dapat dilihat dari pemberian informasi melalui papan pengumuman yang 
tertera di depan ruang pelayanan Kecamatan Panakkukang yang jelas, 
dan tidak berbelit-belit. 
 Suatu pelayanan akan bila dikatakan efektif dan efisien jika suatu 
target tertentu dapat tercapai dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan dan dengan penggunaan sumber daya dan biaya 
yang serendahnya serendahnya jika dibandingkan secara relatif terhadap 
kinerja usaha yang sejenis atau antar kurun waktu. 
Menyangkut ketepatan waktu pelayanan, dalam proses pelayanan 
pada Kantor Kecamatan Panakkukang, para petugas pelayanan telah 
menetapkan standar waktu bagi pengurusan eKTP selama 15 menit dan 
untuk Kartu Keluarga 3-7 hari. 
Berdasarkan Peraturan MenPan dan RB No.35 tahun 2006 tentang 
pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai 
efisiensi dan efektifitas yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus 
merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses 
pelaksanaan tugas yang berorientasi pada pengguna atau pihak yang 
dilayani yaitu suatu pelayanan yang meletakkan masyarakat sebagai 
penerima layanan sebagai hal yang paling depan. Oleh karena itu, 
kepuasan masyarakat ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, 
dengan mendengarkan suara masyarakat. Dengan memperhatikan 
kebutuhan dasar masyarakat diharapkan pelayanan akan lebih responsif 
dan inovatif. Maka dari itu perlu adanya kotak saran sebagai sarana bagi 
masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan 
yang diberikan sehingga pendapat atau saran masyarakat tersebut dapat 
di dengar dan bisa menjadi masukan bagi pihak pemberi layanan 
 Peraturan MenPan dan RB No.35 tahun 2006 tentang pedoman 
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai  orientasi 
pada pengguna atau pihak yang dilayani yaitu prosedur- prosedur yang 
distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga 
dapat memberikan kepuasaan kepada pengguna (masyarakat). Dalam hal 
ini aparatur Kecamatan Panakkukang masih belum memberikan 
kepuasaan kepada masyarakat, karena menurut masyarakat sendiri masih 
banyak yang harus di perbaiki dalam pelayanan yang diberikan 
Kecamatan Panakkukang. Di tambah lagi kotak saran dan tempat 
pengaduan yang masih belum di fungsikan dengan baik sehingga 
masyarakat pun masih susah dalam menyampaikan aspirasinya kepada 
aparatur Kecamatan Panakkukang. 
Selain berorientasi perlu juga mengenai kepatuhan hukum yaitu 
prosedur-prosedur yang di standarkan harus memenuhi ketentuan dan 
peraturan- peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk hal Kepatuhan 
Hukum. 
Kecamatan Panakkukang sendiri sudah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku yaitu peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 
pembebasan biaya/gratis atas pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan 
Kartu Keluarga. Pihak Kecamatan Panakkukang sendiri tidak pernah 
memintai biaya apapun atas pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 
Keluarga semenjak peraturan tersebut di berlakukan.  
 Hasil penelitian di Kecamatan Panakkukang melalui  wawancara 
dengan aparat Kecamatan mengenai Standar Operasional Prosedur 
(SOP) tentang kepatuhan hukum, Kecamatan Panakkukang sudah 
menerapkan prosedur- prosedur yang distandarkan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu tidak adanya pemungutan 
biaya (gratis) dalam pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan pelayanan 
administrasi lainnya. 
Berdasar dari hal tersebut di atas bahwa mekanisme SOP yang 
dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panakkukang tentang pemberian 
kemudahan dan kejelasan pada Kantor Kecamatan Panakkukang dalam 
prosedur pelayanan sudah sangat jelas karena prosedur yang tidak 
berbelit-belit dan dengan adanya Standar operasional prosedur di depan 
ruang pelayanan Kecamatan Panakkukang membuat masyarakat mudah 
mengetahui apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan tidak 
bertanya-tanya lagi kepada pihak Kecamatan.  
Efisiensi dan Efektifitas pada Kantor Kecamatan Panakkukang 
dalam ketepatan waktu dapat dikatakan belum memenuhi standar waktu 
yang telah ditetapkan. Karena masih mengalami keterlambatan dalam 
penyelesaian hasil layanan dikarenakan oleh beberapa kendala seperti 
adanya gangguan teknis dan kelengkapan berkas.  
Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani pada Kantor 
Kecamatan Panakkukang, dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan 
pihak yang dilayani/masyarakat, karena pelayanan yang di berikan di 
 Kecamatan Panakkukang belum memberikan kepuasaan pada 
masyarakat. Ditambah lagi belum difungsikannya kotak saran dengan baik 
membuat masyarakat tidak dapat menyampaikan saran/kritikannya 
terhadap pihak Kecamatan. Sedangkan kepatuhan hukum pada Kantor 
Camat Panakkukang, dapat dikatakan sudah baik, perihal biaya tidak ada 
pemungutan biaya/gratis dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan 
Kartu Keluarga di Kecamatan Panakkukang. Sesuai dengan peraturan 
Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang pembebasan biaya/gratis atas 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. 
 
4.4 Bentuk Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Administrasi 
Kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang 
Gejala patologi  birokrasi telah lama menggerogoti sistem birokrasi 
pemerintahan di Indonesia dimana berbagai bentuk patologi dan berbagai 
penyebabnya pada dasarnya dapat diidentifikasi, namun terapi atau solusi 
untuk mengatasinya bukanlah suatu hal yang mudah. Berdasar data 
penelitian hal tersebut bentuk patologi birokrasi dalam hal pelayanan 
administrasi terjadi di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yaitu : 
4.4.1 Perbedaan Pelayanan  
Dalam  kerangka pelayanan publik yang profesional, berkeadilan, 
efisiensi, responsifitas dan akuntabiltas sangat dibutuhkan. Namun, hal 
inilah kadang kala jarang kita jumpai, layaknya hanya sekedar teori, 
praktek dilapangan jauh dari yang diharapkan, misalnya dalam 
 pengurusan KTP dan KK, maka keluarga atau teman terdekat biasanya 
yang didahulukan. 
Perbedaan dalam pelayanan administrasi kependudukan tidak 
terlepas dari aspek psikologis yang ada dalam diri para pelayan publik. 
Secara manusiawi tentu saja rasa kekeluargaan  dan kedekatan secara 
emosional sangatlah mempengaruhi bagaimana cara orang bersikap  
terhadap orang lain.  Sikap kekeluargaan inilah yang sebenarnya sangat 
mengganggu terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat yang 
dapat memunculkan mal administrasi pada akhirnya. 
Dalam wawancara dengan salah seorang warga inisial “WS” beliau 
mengungkapkan : 
 “Saya rasa sikap aparat kecamatan sudah menunjukkan 
keramahan, kesopanan pada warga, ini terbukti dari pelayanan 
yang diberikan walaupun kadang kala ada perbedaan yang nampak 
namun pada dasarnya semua diberlakukan sama, itu tidak menjadi 
masalah selama masih bisa ditolerir, sehingga saya dapat 
beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan aparat di kantor 
Kecamatan Panakkukang ini sudah cukup baik, walaupun tidak 
seratus persen baik”. (4 April 2016) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan salah tokoh masyarakat (Bapak 
Idris) bahwa : 
“Pada umumnya para pegawai di Kecamatan Panakkukang sudah 
melayani warga masyarakat dengan dedikasi dan disiplin, mereka 
memiliki rasa malu apabila pelayanan yang diberikan kurang 
optimal, namun juga kadangkala ada saja oknum aparat yang pilih 
kasih dalam tata cara melayani warga masyarakat”. (wawancara,          
4 April 2016) 
 
 Hal ini ditanggapi dari pihak Catatan Sipil Kota Makassar yang 
diperbantukan di Kantor Kecamatan Panakkukang (Ibu Hj. Musannadah, 
S.Sos): 
“Pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat dalam 
kepengurusan administrasi kependudukan adalah sama merata 
tanpa memandang golongan dan status. Hal ini disebabkan oleh 
adanya profesionalisme para aparatur dalam melaksanakan tugas-
tugasnya serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban. 
Dengan sikap seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat 
kepada kami, sehingga masyarakat merasa nyaman dan dihargai 
didalam proses pengurusannya. Hal ini kami lakukan dengan baik 
karena merupakan salah satu hal yang penting untuk memberikan 
keadilan bagi masyarakat” (wawancara, 4 April 2016) 
 
Sama dengan yang diutarakan oleh Bapak Sekcam Panakkukang            
(H. Ruly, S.Sos, MM) : 
“saya rasa tidak ada aparat disini yang pilih kasih atau pandang 
bulu. Kami semua disini selalu memperlakukan masyarakat dengan 
sama tanpa ada perbedaan selama persyaratan yang diperlukan 
telah terpenuhi, contohnya siapa yang lebih dulu datang tentunya 
dia yang akan dilayani terlebih dahulu, dan siapa yang sudah 
lengkap berkasnya sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka 
dia akan dilayani dan tentunya akan selesai dan tercapai apa yang 
dibutuhkannya, sehingga sekali lagi saya tegaskan tidak ada aparat 
kecamatan yang pilih kasih dalam melaksanakan tugas yang telah 
diberikan.” (wawancara, 4 April 2016) 
 
Berdasar dari tanggapan dari beberapa warga masyarakat dan 
pihak aparat kantor Kecamatan Panakkukang tentang sikap aparat dalam 
hal pelayanan yang bersifat diskriminatif, menunjukkan kepedulian dan 
keprihatinan, yang tentu sulit untuk dihindari, Kenyataan menunjukkan 
bahwa warga sudah  puas akan kesamaan dan tidak ada pilih kasih dalam 
hal pelayanan yang diterima akan tetapi tentunya masih ada yang harus 
diperbaiki dalam sistem pelayanan tersebut. 
 4.4.2 Rendahnya Daya Tanggap (Responsivitas) 
Sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang 
dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka 
waktu yang telah dijanjikan. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan 
sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan.  
Daya tanggap (responsifitas) yang rendah ditunjukkan dengan 
ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 
tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi 
dan tujuan kecamatan dalam pengurusan administrasi kependudukan. 
Organisasi yang memiliki daya tanggap yang rendah dengan sendirinya 
memiliki kinerja yang jelek pula. 
Responsivitas aparat birokrasi yang tinggi adalah merupakan 
harapan dalam setiap penyelenggaraan layanan publik, sedangkan 
responsivitas yang masih rendah merupakan suatu penyakit birokrasi 
yang harus dihindari dan memerlukan solusi untuk mengatasinya apabila 
terjadi dalam suatu proses layanan.  
Berdasar hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang 
melakukan pengurusan Kartu Keluarga di kantor Kecamatan 
Panakkukang, Bapak Syarifuddin mengatakan bahwa : 
“saya datang untuk meminta pelayanan pengurusan Kartu Keluarga 
untuk memasukkan nama anak kedua saya, pada saat itu saya 
datang menghadap pada salah satu staf kecamatan yang ada, 
saya diminta untuk duduk menunggu untuk dipanggil, namun saya 
mengamati keadaan sekitar tidak ada satupun masyarakat yang 
meminta pelayanan kecuali saya, saya kemudian menanyakan 
kepada petugas tersebut kenapa saya harus menunggu, 
sedangkan tidak ada orang lain selain saya, dengan nada yang 
 agak tinggi petugas tersebut mengatakan bahwa saya harus 
menunggu karena dia sedang menyelesaikan tugas lain, 
berdasarkan pengalaman tersebut saya menilai bahwa pelayanan 
yang dilakukan oleh aparat kecamatan belum maksimal”. 
(wawancara, 5 April 2016) 
 
Selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang warga yang 
inisialnya beliau singkat Bapak WS, yang mengatakan bahwa: 
“Pada saat saya datang ke kantor Kecamatan untuk mengurus 
kartu tanda penduduk, pada saat itu ada beberapa orang 
masyarakat yang sedang menunggu untuk meminta pelayanan 
dikantor Kecamatan, saya melihat hanya satu orang staf saja yang 
melayani masyarakat, sedangkan ada beberapa orang staf yang 
hanya duduk berbincang-bincang, padahal seharusnya 
memberikan pelayanan kepada kami (wawancara, 5 April 2016). 
 
Dari hasil wawancara dengan kedua orang warga yang melakukan 
pengurusan administrasi kependudukan kurang mendapat respon dari 
aparat kecamatan, hal ini peneliti coba untuk meminta informasi dari 
Bapak Camat Panakkukang (Bapak Imran Mansyur, S.Sos, MH)   
“Saya tidak pernah membiarkan masyarakat untuk tidak dilayani, 
selalu saya tekankan kepada staf saya untuk memprioritaskan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat 
merasa puas mendapatkan pelayanan di kantor kecamatan, 
apabila hanya satu atau dua orang staf saja yang melayani 
masyarakat hal itu disebabkan oleh bidang tugas dari staf masing-
masing, karena staf yang ada di kantor kelurahan ini memiliki 
keahlian masing-masing, ada yang ahli untuk pembuatan surat-
surat keterangan, pengisian formulir baik KTP maupun KK, 
sehingga saya tidak bisa serta merta memerintahkan staf yang 
bukan dibidangnya memberikan pelayanan kepada masyarakat”, 
(wawancara tanggal 5 April 2016). 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Camat, peneliti memperoleh 
data informasi bahwa masing-masing staf yang ada dikantor kecamatan 
Panakkukang telah menempati bidang tugas pekerjaan dan mereka 
memiliki keahlian dan kemampuan masing-masing, namun apabila Camat 
 dapat memaksimalkan pelayanan sebaiknya memerintahkan staf yang 
pekerjaannya lagi kurang untuk membantu memberikan pelayanan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.  
Kesimpulan data hasil wawancara dengan beberapa informan 
menyatakan bahwa respons aparat terhadap berbagai keluhan yang 
dialami oleh pengguna layanan, bahkan terkesan segala kritik dan saran 
yang diarahkan kepada para aparat hanya direspon dengan bahasa-
bahasa diplomatis. 
4.4.3 Pelayanan yang Berbelit-belit 
Kelaziman munculnya pelayanan yang berbelit-belit ini sudah 
sangat dimengerti dan dipahami oleh warga masyarakat, tapi peluang 
yang paling besar terjadinya justru biasanya ada di pemerintah 
Kecamatan dimana produk akhir layanan Kartu Tanda Penduduk dan 
Kartu Keluarga diterbitkan. Adanya berbagai keluhan dan rasa 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang 
diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan 
ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja 
pemerintah.Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran 
kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut. 
Salah satu warga mengungkapkan bahwa : 
“saya menilai bahwa kemampuan aparat dalam melaksanakan 
pelayanan administrasi kependudukan pada umumnya sama, akan 
tetapi dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur 
kepada warga kurang, ini disebabkan kemampuan aparat berbeda- 
beda, seperti dapat saya contohkan pengarahan atau penjelasan 
untuk tata cara mempersiapkan berkas yang menjadi persyaratan 
 pembuatan KTP masih sulit diterima karena penjelasan yang 
diberikan oleh aparat agak berbelit-belit”. (Wawancara Bapak 
Alimuddin, tanggal 6 April 2016) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga yang 
lainnya mengungkapkan bahwa: 
“saya melihat para pegawai di Kecamatan Panakkukang tentunya 
memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan 
pelayanan, saya berpendapat bahwa dari latar belakang pendidikan 
masing-masing staf yang ada juga turut mempengaruhi, sebab ada 
yang terampil dan cukup cepat tetapi ada juga yang lamban 
sehingga hasil dari pelayanan yang diberikanpun akan berbeda-
beda sesuai dengan keahlian dari masing-masing staf”. 
(wawancara Ibu Hasnia Dg. Caya, tanggal 6 April 2016) 
 
Pelaksanaan pelayanan yang lancar tentunya berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan,   diakui 
bahwa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 
Hambatan yang sering timbul adalah kelengkapan berkas pemohon dan 
lain-lain.  
Sehubungan dengan hal tersebut, hal ini direspon langsung oleh 
oleh salah satu staf Kecamatan menyatakan bahwa : 
“Informasi yang diberikan oleh aparat Kecamatan kepada 
masyarakat betul-betul informasi yang dapat diterima secara cepat 
oleh masyarakat adapun masyarakat yang masih tidak mengerti 
tentang informasi yang diberikan lebih didasarkan pada tingkatan 
pendidikan yang berbeda-beda oleh setiap anggota masyarakat”. 
(wawancara Bapak Surianto, S.Sos, tanggal 6 April 2016) 
 
Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang aparat Pegawai 
dari Catatan Sipil Kota Makassar yang ditempatkan di Kantor Kecamatan 
Panakkkung (Ibu Hj. Musannadah, S.Sos) yang mengungkapkan bahwa : 
“saya melihat dari waktu ke waktu masyarakat yang telah               
kami layani cukup merasa puas, hal ini tentunya membuat kami          
 termotivasi agar kedepannya kemampuan dalam memberikan 
pelayanan seperti menjelaskan prosedur dapat secara optimal 
berjalan dengan baik dan adapun masyarakat yang masih belum 
mengerti itu bukan sepenuhnya salah kami selaku aparat 
pemerintah, karena tugas dan tanggung jawab telah di jalankan 
sesuai dengan  Standar Operasional Pelayanan”,(wawancara            
6 April 2016) 
 
Dari hasil wawancara penelitian ini yang di dapat dari Kecamatan 
Panakkukang, beberapa masyarakat menganggap pengurusan KTP dan 
KK di Kantor Kecamatan Panakkukang masih berbelit-belit. Tetapi 
anggapan itu di tepis oleh pihak Kecamatan Panakkukang. Hal itu 
disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara 
pengurusan KTP dan KK. Hal itu menandakan informasi baru mengenai 
pengurusan KTP dan KK tidak serta merta diketahui oleh masyarakat luas 
di Kecamatan Panakkukang. 
4.4.4 Mal-administrasi 
Mal-administrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika 
administrasi, atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari 
pencapaian  tujuan administrasi.  
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan 
maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, 
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari 
yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau 
pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 
 menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan 
orang perseorangan. 
Sebagaimana dalam Pengurusan   KTP di seluruh kecamatan di 
Indonesia yang tanpa dipungut biaya administrasi saat ini, membuat 
animo masyarakat sangat tinggi untuk segera mengurus dan 
mendapatkan KTP tersebut. Hanya saja, dalam pengurusan KTP ini, 
masih ditemukan kelemahan kelemahan di lapangan yang dilakukan 
petugas di kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang 
mendatangi kantor camat untuk mengurus KTP sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal. 
Hal itu disampaikan Ibu Yasmin :  
“Saya mengaku kecewa karena sudah mengambil nomor antrian 
sejak pagi, dan ternyata saya dilayani setelah jam istirahat dengan 
alasan jaringan lagi offline, hal ini menandakan pelayanan 
pembuatan KTP kurang maksimal.”  (wawancara 6 April 2016) : 
 
Demikian juga dalam apa yang diungkapkan oleh Bapak Akmal, 
yang mengatakan bahwa : 
“Pelayanan di Kantor Kecamatan Panakkukang benar telah 
mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya 
waktu dia memberikan layanan, hanya saja kadang-kadang 
mengulur-ngulur waktu atau menunda dalam menyelesaikan 
administrasi atau kasus masyarakat dengan alasan-alasan yang 
seringkali terbilang tidak jelas. Padahal waktu penyelesaian di 
tempat-tempat administrasi tersebut sudah ditentukan. 
 
Pernyataan dari warga tersebut mendapat tanggapan dari salah 
seorang pegawai Ombudsman Kota Makassar (Bapak Hariyadi, S.Kom) 
tanggal 6 April 2016, mengatakan bahwa : 
 “dalam memperoleh pelayanan publik yang baik merupakan hak 
masyarakat. Jadi jika masyarakat mendapatkan layanan publik yang 
tidak sesuai standar, maka kita memiliki hak untuk menyampaikan 
pengaduan. Saat masyarakat kurang puas terhadap pelayanan 
publik yang ia terima, maka masyarakat bisa mengadu ke pimpinan 
penyelenggara layanan tersebut. Namun jika tidak ditanggapi, maka 
ia bisa melaporkan hal ini ke Ombudsman Republik Indonesia”  
 
Dari prosedur penyelenggaraan administrasi kependudukan di 
kantor Kecamatan Panakkkung bukan hanya disebabkan oleh rendahnya 
inisiatif para petugas pelayanan, tetapi juga terhambat oleh informasi 
pejabat untuk mengambil keputusan. Birokrasi pelayanan di lokasi 
penelitian di Kantor Kecamatan Panakkukang belum sepenuhnya 
mengerti dan memahami eksistensi birokrasi yang tetap tergantung pada 
publik. Kesadaran aparat birokrasi tentang eksistensi publik yang dapat 
dipengaruhi eksistensi birokrasi juga masih sangat rendah. 
Berkaitan dengan bentuk-bentuk patologi birokrasi, peneliti 
memberi  beberapa solusi antara lain : 
a. Standar Prosedur Pelayanan (SOP) dalam hal pengurusan 
administrasi kependudukan yang dilakukan aparat Kecamatan 
Panakkukang dengan memberi kemudahan dan kejelasan sehingga 
dapat dipahami oleh masyarakat yang melakukan permohonan pada 
Kantor Kecamatan Panakkukang. 
b. Pelayanan yang diberikan perlu efektif dan efisien sehingga target 
tertentu dapat tercapai dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah 
ditentukan dan dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang 
 serendahnya jika dibandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha 
yang sejenisnya. 
c. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani yaitu suatu 
pelayanan yang meletakkan masyarakat sebagai penerima layanan 
sebagai hal yang paling depan. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat 
ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan 
mendengarkan suara masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan 
dasar masyarakat diharapkan pelayanan akan lebih responsif dan 
inovatif. 
Dari keempat patologi tersebut di atas patologi birokrasi yang lebih 
nampak di kantor Kecamatan Panakkukang dilihat dari keluhan beberapa 
masyarakat menganggap pengurusan KTP dan KK di Kantor Kecamatan 
Panakkukang masih berbelit-belit  dan eksistensi birokrasi juga masih 
sangat rendah. 
Agar Patologi Birokrasi dapat di atasi dengan terstruktur di 
Kecamatan Panakkukang maka yang harus dilakukan oleh pihak 
Kecamatan Panakkukang yaitu untuk budaya melayani rendah harus 
melakukan pelayanan publik berkualitas, dimana  pola penyelenggaraan 
pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai 
penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan 
masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk 
alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera 
 mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi 
jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. 
Adapun langkah-langkah strategis yang kiranya dapat diambil antara 
lain : langkah pertama, menempatkan para birokrat yang sudah terlalu 
lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang 
lain (tour of duty). Baik itu rotasi horizontal ataupun promosi vertikal. 
Langkah kedua, yakni antisipasi sedini mungkin mengenalkan 
teknologi informasi sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan publik. 
Dan hindarkan interaksi/transaksi uang cash antara pelanggan dan 
pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering seseorang 
mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula 
kesempatan orang itu untuk mengadakan KKN. Walaupun katakanlah 
sudah secara eksplisit diterangkan biaya serta waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan proses pelayanan, akan tetapi praktik di lapangan 
akan berbicara lain. Hal seperti ini dapat disiasati dengan menyediakan 
mesin. Yaitu setiap formulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh 
sehelai "perangko" ataupun "kupon" bertuliskan besaran biaya yang 
dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. Hal ini membawa konsekuensi 
logis bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan 
disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai di sekitar loket 
mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi di seputaran urusan 
administrasi persuratan saja, tidak ada yang lain. Cara lain dapat berupa 
transfer uang di bank dengan sistem online dengan mengadakan kerja 
 sama antara pihak penyedia layanan (pemerintah daerah) dengan pihak 
bank. 
Bila ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa pelayanan, yaitu 
dengan memperkenalkan budaya antre yang tersistematis melalui 
pengadaan mesin antre (queuing machine). Kenapa budaya antre? 
Karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum menganggap 
antre sebagai pola atau gaya hidup yang efektif. Sistem ini telah banyak 
diaplikasikan di instansi-instansi swasta dan hasilnya-pun cukup efektif 
untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. 
Sementara berkenaan dari pihak birokrat sendiri sebagai penyedia 
monopoli pelayanan publik, sebagai wujud pertanggungjawaban langsung 
(direct responsibility) kepada pengguna jasa layanan, alangkah lebih 
baiknya apabila di luar loket pelayanan dipasang nama petugas 
pelayanan yang bertugas pada hari itu untuk memudahkan apabila terjadi 
ketidakpuasan pelanggan kepada penyedia jasa layanan akan langsung 
dapat dicatat nama petugasnya dan segera bisa ditindaklanjuti. 
Dengan demikian, pada saatnya nanti akan menghasilkan 
pembagian beban kerja yang baik dan dapat mendorong kreatifitas dan 
produktivitas aparatur, selain itu efektifitas kinerja aparatur akan secara 
bertahap dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan efektivitas kinerja ini 
akan berdampak pada peningkatan pelayanan pada masyarakat dan 
ketepatan waktu penyelesaian pembangunan. Semoga semua ini menjadi 
sebuah inspirasi bagi kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan-
 kebijakan yang berkaitan dengan birokrasi pelayanan publik khususnya di 
Pemerintah Kecamatan Panakkukang.  
Sisi yang lain Kecamatan Panakkukang harus melakukan paradigma 
pelayanan publik sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih 
memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan 
pelanggan (customer-driven government) dengan ciri-ciri: (a) lebih 
memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan 
yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada 
pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa 
memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah 
dibangun bersama, (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal 
penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh 
pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai 
dengan masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat, (f) memberi akses kepada masyarakat dan 
responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang 
diterimanya, (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan 
pelayanan, (h) lebih mengutamakan desetralisasi dalam pelaksanaan 
pelayanan, dan (i) menerapkan sistem pasar dalam memberikan 
pelayanan. Agar dapat memenuhi keinginan masyarakat, agar patologi 
birokrasi bisa di obati maka melalui pembentukan model pelayanan publik 
 yang sesuai dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini di mana 
pemerintah berada dalam era desentralisasi. Model pertama adalah model 
traditional bureaucratic authority. Ciri dari model ini adalah bahwa 
pemerintahan daerah bergerak dalam kombinasi tiga faktor yaitu : 
pertama, penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan 
oleh sektor publik (strong public sector). Kedua, peran pemerintah daerah 
sangat kuat (strong local government) karena memiliki cakupan fungsi 
yang luas, mode operasi yang bersifat mengarahkan, derajat otonomi 
yang sangat tinggi, dan tingkat kendali eksternal yang rendah. Ketiga,  
pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah lebih menekankan 
pada demokrasi perwakilan (representative democracy).   
Patologi birokrasi belum didukung teknologi menyeluruh maka perlu 
ditetapkan sistem teknologi yang Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
yang makin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan 
globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dalam 
kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka model birokrasi 
tradisional tersebut biasanya dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, 
diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan 
perubahan ini. Model yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan 
masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan 
cepat.  
Kata kuncinya adalah Kecamatan Panakkukang harus melakukan 
pendekatan organisasi yang profesional, melayani kepentingan 
 masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
publiknya, seperti: (a) Model Kelembagaan, (b) Model Pengelolaan 
Organisasi Pelayanan Publik, (c) Model Siklus Layanan (Momment of 
Truth), dan (d) Model Standar Pelayanan Minimal. Model-model ini 
dimaksudkan agar permasalahan pelayanan publik dapat dilakukan 
dengan baik dan tidak adanya gap-gap.  
 
4.5 Upaya mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan 
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Panakkukang 
 
Upaya mengatasi patologi birokrasi itu sendiri pada hakekatnya 
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 
Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan 
publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya 
dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 
belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih ditemui hambatan-
hambatan dilapangan. Adapun upaya mengatasi patologi pelayanan 
administrasi di Kantor Kecamatan Panakkukang. 
4.5.1 Mengatasi Diskriminasi dalam pelayanan  
Dalam penyelenggaraan pelayanan sangat ditegaskan pemerintah 
daerah melalui perda peningkatan pelayanan publik yang mengejewantah 
dari visi dan misi dimana ada 3 indikator yang menjadi parameternya 
seperti bagaimana mensejahterakan masyarakat dalam berbagai 
 peningkatan fisik maupun materi, juga dalam memperbaiki mental 
aparaturnya. 
Dalam rancangan ini diatur secara tegas pejabat maupun 
pelaksana tugas dalam melayani masyarakat jika tidak bisa memberikan 
layanan sesuai standar yang ditentukan, maka aparatur pemerintah dalam 
hal ini seluruh komponen pegawai penyedia layanan bisa dikenai sanksi, 
mulai dari teguran tertulis, pemotongan gaji, hingga pemecatan tidak 
hormat maupun pencabutan izin bagi penyelengara pelayanan publik. 
Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah telah menetapkan 
pedoman terkait mekanisme dan tahapan prosedur yang harus dilakukan 
oleh setiap aparatur pemerintahan sesuai jenis pelayanan yang diberikan, 
hal ini dilakukan agar terdapat acuan baku yang menjadi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik sehingga dapat 
mempermudah didalam pelaksanaan tahapan kerja serta dapat mengukur 
tingkat kualitas, efektifitas dan efisiensi didalam proses pelayanan publik 
kepada masyarakat. dan untuk menjamin kelancarannya. 
Prosedur pelayanan administrasi itu berbeda-beda tergantung jenis 
kebutuhannya, dan semua itu telah diatur dalam SOP pelayanan publik 
yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga hasil kerja 
terukur berdasarkan standar SOP. 
Upaya yang dilakukan aparat Pemerintah Kecamatan Panakkukang 
dalam menghilangkan penyakit (patologi) birokrasi di atasi dengan cara 
terstruktur yaitu budaya ramah dalam melayani dalam hal pelayanan 
 publik, dimana  pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula 
berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang 
berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan 
begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan 
publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. 
Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di 
bidang pelayanan publik. 
Seperti halnya dalam pelayanan di lapangan yang bersifat keadilan 
berarti mempermasalahkan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 
kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya 
mempersoalkan apakah tingkat keadilan dapat diterima secara baik oleh 
penerima jasa, sebab diketahui bahwa mengukur keadilan dapat dilihat 
dari perspektif kuantitas dan juga kualitas. 
Seseorang menerima sesuatu jasa dengan melihat seberapa besar 
jumlah yang diperoleh saat tertentu, sebaliknya seseorang menilai dan 
melihat jasa dengan orientasi manfaat.Kedua sisi mempunyai unsur-unsur 
subjektif yang bisa menimbulkan perdebatan, oleh karena itu batasan 
keadilan sangat tergantung bagaimana seseorang dapat menerima 
dengan pandangan yang lebih arif dan bijaksana, artinya keadilan itu ada 
pada kebutuhan individu sebagai penerima jasa.  
Untuk memperoleh informasi tentang keadilan dalam perspektif 
pelayanan publik, beberapa informan dari pegawai dan masyarakat di 
 Kecamatan Panakkukang dapat dilihat dari jawaban atau pernyataan di 
bawah ini:  
Menurut Bapak Imran Mansyur, S.Sos, MH selaku Camat 
Panakkukang tentang keadilan dalam melayani masyarakat di Kantor 
Kecamatan Panakkukang dalam melaksanakan tugasnya yaitu 
memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa : 
“Sebagai pegawai memiliki tanggung jawab yang besar bagaimana 
memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, sehingga 
selama menjalankan tugas di kantor ini kami sudah berlaku adil 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili 
di Kecamatan Panakkukang, tidak ada yang diperlakukan secara 
diskriminasi, seperti dalam hal pemungutan biaya dalam pelayanan 
senantiasa berdasarkan Perda yang berlaku.Jika aturan harus 
dibayar, maka semua yang mendapat pelayanan harus membayar 
demikian pula sebaliknya” (Hasil wawancara tanggal 7 April 2016). 
 
Dari petikan wawancara dengan Bapak Camat di atas, secara 
tegas Camat menyatakan bahwa di Kantor Kecamatan Panakkukang 
sudah berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dalam pemberian 
pelayanan serta tidak melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat 
tanpa ada dasar hukumnya, karena tujuan pelayanan publik adalah 
memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. 
Ditambahkan kembali oleh Bapak Camat Panakkukang (Imran 
Mansyur, S.Sos, MH) 
“kami selaku pelayan masyarakat akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami pada 
masyarakat tanpa adanya diskriminasi, dan juga kami menyediakan 
fasilitas sarana dan prasarana guna tercapainya pelayanan yang 
lebih maksimal”. (wawancara tanggal 7 April 2016) 
 
 Senada apa yang dikatakan pihak Catatan Sipil Kota                
Makassar yang diperbantukan di Kantor Kecamatan Panakkukang                   
(Ibu Hj. Musannadah, S.Sos), beliau mengatakan bahwa : 
“kami telah berlaku adil kepada siapapun yang membutuhkan 
pelayanan, dalam artian bahwa kami sebagai abdi negara yang 
bertugas di kantor Kecamatan Panakkukang dalam hal melayani 
masyarakat tidak membeda-bedakan, tentang suku, status, dan 
lain-lain, siapa yang pertama datang itu yang kami layani duluan.” 
(wawancara tanggal 7 April 2016) 
 
Hal yang sama dari Ombudsman Kota Makassar (Bapak               
Khairul, SH) mengomentari tentang persoalan diskriminasi yang biasa 
terjadi dalam pengurusan administrasi kependudukan yakni : 
“Betul, menangkal diskriminasi (adanya perbedaan) yang berpihak 
pada oknum tertentu. Hal ini bisa dikaitkan dengan mengutamakan 
kepentingan orang atau kelompok tertentu. Lalu mengenai 
perlakukan diskriminatif terhadap gender ataupun level sosial dan 
ekonomi. Pelanggaran terhadap hal ini misalnya mendahulukan 
orang-orang terpandang. Kemudian muncul konflik kepentingan 
karena saudaranya, kerabatnya, atau yang dikenal dengan istilah 
nepotisme. Tidak jarang pelayanan publik tidak bekerja sesuai 
dengan waktunya, sehingga hal ini menyebabkan waktu pelayanan 
dan penyelesaian menjadi tidak jelas. Juga termasuk jika banyak 
jenis imbalan yang diminta untuk mempercepat proses pelayanan”. 
(Wawancara  tanggal 7 April 2016) 
 
Berdasar dari uraian di atas mempermudah pemahaman 
masyarakat tentang kondisi pelayanan pada kantor Kecamatan 
Panakkukang yang bisa diamati adalah komitmen dari para aparatur untuk 
melayani masyarakat bersikap adil tanpa melakukan tindakan 
diskriminatif, selain itu juga adanya kelengkapan sarana dan prasarana 
yang menunjang kegiatan pelayanan untuk meningkatkan kualitas 
 pelayanan kepada masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan  
adalah :  
1. Konsolidasi ke dalam 
Yaitu di dalam lingkungan kantor kecamatan Panakkukang 
sendiri, dilakukan hal- hal sebagai berikut : 
a. Mempertegas dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan 
tugas pokok atau kewajiban sebagai abdi masyarakat dalam 
memberikan pelayanan umum sebagai hak masyarakat. Dengan 
pemahaman seperti ini diharapkan pelayanan yang diberikan tanpa 
tendesi apa-apa kecuali niat untuk melaksanakan kewajiban 
sebaik-baiknya. Pada akhirnya diharapkan akan memberikan 
pelayanan yang betul- betul memuaskan masyarakat. 
b. Meningkatkan pemahaman tentang ketentuan pelayanan 
khususnya menyangkut prosedur dan persyaratan pelayanan yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pemahaman yang 
baik akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pelayanan 
sekaligus membantu apabila mengalami kesulitan tentang masalah 
pelayanan. 
c. Meningkatkan perbaikan sikap aparat dalam melayani. Hal  
menyangkut kemampuan dan keramahan sikap sebagaimana 
kodrat manusia yang senang berhubungan dengan orang yang 
mampu berkomunikasi dengan baik disertai sikap yang ramah 
demikian pula masyarakat pada umumnya akan sangat 
 mengharApkan keramahan sikap dan komunikasi yang 
menyenangkan dari aparat pemerintah.  
d. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana layanan, dimana kualitas 
layanan ditentukan oleh kenyamanan yang dirasakan oleh 
penerima layanan. 
2. Konsolidasi keluar  
Yaitu upaya-upaya yang berkaitan dengan lingkungan luar kantor 
kecamatan Panakkukang yang dalam hal ini adalah masyarakat selaku 
penerima layanan berkaitan dengan hal tersebut maka aparat 
pemerintah harus mensosialisaikan peraturan daerah tentang 
pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan ini baik dari 
dalam maupun dari luar organisasi, tidak akan efektif tanpa adanya 
pengawasan yang intensif dari pimpinan. Dalam hal ini untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan dapat tercapai. 
Tuntutan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan 
organisasi secara keseluruhan merupakan perwujudan dan tuntutan 
kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik yang semakin baik. 
Berdasarkan dari petikan wawancara dengan semua informan di 
atas dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan informan menyatakan 
pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Panakkukang sudah 
berlaku adil dalam memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan 
pelayanan yang diberikan, apapun status sosialnya pelayanan tetap 
 diberikan secara sama sebagaimana mestinya, serta tidak memungut 
biaya dalam pemberian pelayanan 
Seiring dengan semakin tingginya tuntutan publik terhadap 
kinerja birokrasi, maka posisi strategis aparat pelayan masyarakat 
dalam organisasi menjadi sangat penting. Dalam hal ini aparatur 
Kecamatan Panakkukang harus mampu mendefinisikan persoalan 
masyarakat dan menghubungkan dengan tugas dan fungsi secara 
proporsional karena pemerintah kecamatan merupakan unit yang 
paling dekat dengan masyarakat dan berusaha meningkatkan kualitas 
pelayanannya dengan mengembangkan unit pelayanan terpadu atau 
mendelegasikannya mulai dari Kelurahan sampai pada tingkat 
Kecamatan sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah. 
Penanganan sikap diskriminatif terhadap pelayanan administrasi 
kependudukan perlu jalan keluar (solusi) yakni pentingnya keterbukaan 
suatu birokrasi dalam arti kejelasan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar bertindak, kriteria pemberian pelayanan yang 
diutamakan serta bentuk pelayanan apa yang harus diberikan. Jika 
masing-masing pihak taat kepada ketentuan formal dan kriteria yang 
terpampang dengan jelas, akan semakin tertutuplah kemungkinan bagi 
aparatur pemerintahan untuk bertindak diskriminatif, suatu perilaku 
yang memang tidak diharapkan ditampilkan. Apabila terjadi, 
dampaknya ialah citra birokrasi yang bersangkutan akan ternoda. 
 
 4.5.2 Memberi Respon (daya tanggap) 
Daya tanggap adalah respon atau kesiapan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan tanggap, yang meliputi : 
kesiapan pegawai dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam 
menangani keluhan masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili 
di Kecamatan Panakkukang. 
Daya tanggap berkaitan dengan kecepatan dan kesigapan pegawai 
Dalam memberikan respon terhadap keluhan dari masyarakat. Keluhan 
dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan haruslah direspon dan 
ditangani dengan cepat dan tepat 
Responsivitas diukur tingkat kepekaan pekerjaan dengan hasil 
yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak 
serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, keinginan para staf 
untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan tanggap 
merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan kepuasan 
kepada masyarakat yang dilayani. Prosedur pelayanan yang harus dilalui 
setiap orang yang membutuhkan pelayanan pada instansi ini sebenarnya 
cukup mudah dan sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dilayani maupun petugas yang 
memberikan pelayanan. 
Wujud dari pelaksanaan pelayanan yang perlu diberikan sangat 
ditentukan oleh sikap, profesi dan respon atas keluhan masyarakat. Daya 
tanggap yang ditunjukkan kepada warga  yaitu :  
 1. Memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang kapan 
pelayanan administrasi jasa akan dilaksanakan; 
2. Bersedia membantu masyarakat yang kesulitan dalam proses 
pelayanan; 
3. Cepat dalam merespon permintaan masyarakat; 
4. Memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat. 
Menurut Bapak Imran Mansyur, S.Sos, MH, selaku Camat 
Panakkukag yang berkaitandengan daya tanggap pegawai yang ada di 
Kantor Kecamatan Panakkukang, dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 
“Pegawai memiliki daya respon yang cepat pada setiap masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan baik pelayanan yang berkaitan 
dengan administrasi maupun pelayanan yang berkaitan dengan 
pemecahan masalah, hal-hal yang dibutuhkan masyarakat selama 
ini cukup kompleks tergantung permasalahan apa saja yang 
dihadapi masyarakat selalu direspon cepat oleh pegawai, seketika 
itu pula pegawai selalu siap dalam memberikan pelayanan. Jika 
ada laporan masyarakat, Camat langsung meninjau bersama 
aparat Kecamatan melihat langsung di lapangan yang bermasalah 
(melakukan survei) dan kemudian ditindak lanjuti.” (Wawancara  
tanggal 7 April 2016) 
  
Pernyataan dari Bapak Camat Panakkukang  menyatakan bahwa 
daya tanggap dalam melakukan pelayanan publik di Kantor Kecamatan 
tergantung dari apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat sepanjang 
permasalahan dan pegawai selalu sigap dalam melakukan pelayanan. 
Ukuran kinerja pegawai dalam pelayanan publik ada beberapa aspek 
kualitas layanan, kualitas pelayanan yang diberikan harus dipertahankan 
dan melaksanakan tugas dan fungsi masing- masing. Selain itu daya 
 tanggap dan responsivitas memiliki kemampuan untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan 
aturan yang ada. 
Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak H. Ruly, S.Sos, MM, 
selaku sekretaris Camat Kecamatan Panakkukang, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Diakui selama ini ini bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Tawaeli 
selalu siap dalam memberikan pelayanan dan menanggapi dengan 
positif setiap keluhan-keluhan masyarakat, apabila ada laporan dan 
keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja pelayanan 
publik yang dapat mengganggu atau menghambat pelayanan 
seperti ada pegawai yang tidak ada ditempat atau tidak masuk 
kerja maka Camat dan Pegawai Kecamatan langsung turun tangan 
memecahkan permasalahan yang terjadiuntuk di tindak lanjuti 
secara cepat.” (Hasil wawancara 7 April 2016). 
 
Berdasarkan petikan dari wawancara dengan Bapak H. Ruly, 
S.Sos, MM, selaku Sekcam pegawai selalu siap dalam memberikan 
pelayanan dan apabila ada keluhan-keluhan dari masyarakat maka 
pegawai selalu siap dalam memberikan pelayanan.Sistem penilaian 
kinerja pegawai yang selama ini dipakai masih terdapat beberapa 
kelemahan-kelemahan sehingga belum mampu mengukur secara tepat 
tentang kinerja pegawai, setiap penilaian kinerja pegawai memiliki tujuan 
yang yang ingin dicapai secara cepat. Apabila pelayanan dapat diberikan 
secara cepat, maka penerima pelayanan menilai kinerja pegawai memiliki 
daya tanggap yang baik.Banyak hal yang memperoleh pelayanan dengan 
daya tanggap yang lambat dari pegawai, tetapi memberi manfaat yang 
besar bagi kualitas, terutama bagi masyarakat itu sendiri, sehingga kinerja 
 perlu dilihat secara konprehensif dan manfaat untuk masyarakat dalam 
jangka panjang. 
Pendapat selanjutnya yang dikemukakan oleh Bapak Idris (Ketua 
ORW. 05): 
“Ada beberapa kriteria tentang kependudukan dalam hal ini KTP 
dan KK dan semua pengurusan harus ada pengantar dari RT/RW 
supaya pihak dari kelurahan mengetahui betul warga yang 
mengurus adalah warga dari kelurahannya dan selanjutnya di 
Kecamatan nantinya langsung diberikan pelayanan yang cepat,  
(Wawancara, 7 April 2016).  
       
Lebih lanjut  Bapak Idris mengatakan : 
 “Selaku anggota masyarakat menilai pegawai di kantor camat ini, 
saya melihat pegawai selalu berusaha memberikan pelayanan 
semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan baik dan 
benar sesuai dengan aturan yang ada agar kita sebagai 
masyarakat merasa puas atas respon pegawai. Respon pegawai 
dalam melakukan pelayanan di kantor Kecamatan Panakkukang 
tergolong cepat penyelesaian, tergantung dari apa 
permasalahannya, apabila ada permasalahan yang mendesak 
maka harus segera diselesaikan dengan harus melengkapi 
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. (Hasil wawancara 
07 April 2016). 
 
Pendapat dari Bapak Idris selaku warga masyarakat sekaligus 
Ketua RW yang memperkuat keterangan dari informan sebelumnya 
bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Panakkukang selalu merespon 
segala keluhan-keluhan dan laporan dari masyarakat secara cepat dan 
tepat. 
Hal senada dikatakan oleh Bapak Surianto, S.Sos (staf Kantor 
Kecamatan Panakkukang) menyangkut pemahaman terhadap tugas dan 
fungsinya :  
 “Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, 
dalam pelaksanaan tugas apabila kami menemukan kesulitan 
dalam penanganannya, hal itu kami koordinasikan dengan rekan-
rekan sekerja atau langsung kepada pimpinan, untuk mendapatkan 
solusi pemecahannya. “ (wawancara tanggal 7 April 2016). 
 
Hal ini ditanggapi pula pihak Ombudsman Kota Makassar : 
“kami dalam kewenangan menyelesaikan pengaduan masyarakat 
terkait pelayanan administrasi kependudukan harus bersikap 
proaktif dengan melakukan own motion investigation atau 
investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi Ombudsman tidak hanya di 
belakang meja menunggu pengaduan masyarakat, tapi juga 
proaktif melakukan investigasi dan kajian”. (wawancara tanggal 7 
April 2016). 
 
Berdasarkan penelitian di lapangan dari tingkat responsifitas (daya 
tanggap) yang ditunjukkan aparat Kecamatan Panakkukang sesuai 
penerapannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
berhubungan dengan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima 
perlu lebih ditingkatkan lagi dan penting dalam mempengaruhi tingkat 
kepuasan masyarakat.  
Sikap yang ditunjukkan oleh para pegawai berangkat dari hasil 
wawancara sesuai dengan pendapat ahli yang dikemukakan oleh Agus 
Dwiyanto (2006:50-51) yang mengungkapkan bahwa yang digunakan 
untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut :  
1. Produktivitas, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan.  
2. Kualitas Layanan, kualitas pelayanan yang diberikan harus 
dipertahankan dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. 
3. Responsivitas, memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat. 
 4. Responsibilitas, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan aturan 
yang ada.  
5. Akuntabilitas, selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat. 
Apa yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat menjadi dasar 
dalam peningkatan kinerja yang baik baik melalui  penataan organisasi 
maupun pembinaan individu secara baik karena dengan penataan 
organisasi dan pembinaan individu akan menimbulkan semangat kerja 
dan rasa tanggung jawab yang besar dari para pegawai, tetapi sebaliknya 
apabila tidak ada pembinaan yang baik maka akan menimbulkan frustasi 
dari pegawai sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja pegawai 
sebagaimana yang diharapkan. Untuk menciptakan tenaga yang bermutu 
tinggi dan professional dibidangnya, perlu suatu program atau kegiatan 
dan atau pembenahan pegawai di Kantor Kecamatan Panakkukang 
Berdasar hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pegawai di 
Kantor Kecamatan Panakkukang cepat merespon berbagai keluhan dari 
masyarakat apalagi keluhan itu bersifat mendesak dan sangat penting yang 
mengharuskan tindakan cepat seperti terjadinya keributan dan lainnya.  
Jadi solusi yang dihadirkan aparat Kantor Kecamatan Panakkukang 
dalam hal pemberian respon adalah bagaimana mempersingkat sistem 
prosedur pelayanannya serta langsung turun ke lapangan untuk 
memantau permasalahan yang terjadi yang kemudian akan langsung 
ditindaki.  
 Jadi dapat peneliti menyimpulkan bahwa pegawai di Kantor 
Kecamatan Panakkukang selalu sigap dan cepat dalam memberikan 
pelayanan dan menghadapi keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya 
masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Panakkukang.  
4.5.3 Penyederhanaan Prosedur Pelayanan yang Transparan 
Kejelasan sangat penting dalam pelayanan publik, karena indikator 
ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur 
pemerintah Kecamatan. 
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai standar 
operasional pelayanan yang ada. Aparatur Kecamatan telah mengetahui 
dengan jelas cara pengurusannya, dengan demikian aparatur pemerintah 
Kecamatan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
Seperti yang diutarakan oleh Bapak Idris (wawancara tanggal 7 
April 2016), bahwa transparansi di Kantor Kecamatan Panakkukang : 
“Transparansi  informasi baik itu media cetak maupun radio, televisi 
dan juga internet terkait pelayanan administrasi disini sudah 
berjalan baik, karena didukung oleh partisipasi yang tinggi dari 
unsur non pemerintah seperti LSM dan pers” 
.  
Di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, pada ayat 9 disebutkan bahwa : “sistem informasi pelayanan publik 
yang selanjutnya disebut sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang 
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme 
penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan 
sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, 
 bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual 
ataupun elektronik 
Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah 
ditetapkan, melalui prosedur kerja. Aparatur Kecamatan telah mengetahui 
dengan jelas cara pengurusannya, dengan demikian aparatur pemerintah 
Kecamatan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
a. Pelayanan yang merata dan  sama tanpa membeda-bedakan status 
dan kedudukan 
Pelayanan pemerintah sebagai pelaku organisasi publik harus 
bersifat netarl dan tidak memihak. Pada dasarnya setiap orang berhak 
mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Hal ini harus 
perlu dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan 
kepada setiap orang, dengan itu masyarakat akan merasa puas akan 
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. 
Mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan 
Panakkukang kepada masyarakat yang melakukan aktivitas 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk adalah sama merata tanpa 
memandang golongan dan status. Hal ini disebabkan oleh adanya 
profesionalisme para aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan sikap 
seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat kepada 
pemerintah, sehingga masyarakat merasa nyaman dan dihargai 
didalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. 
 b. Tersedia sarana pelayanan yang memadai dalam pengurusan KTP 
Pemerintah Kecamatan Panakkukang sudah memberikan 
sarana kepada masyarakat seperti televisi disaat masyarakat 
menunggu proses pelayanan, tersedianya sarana bacaan seperti 
koran, majalah dan tersedianya air minum bagi masyarakat juga 
tersedianya kotak saran di Pemerintah Kecamatan Panakkukang untuk 
menampung keluhan masyarakat.  
c. Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan yaitu prosedur/tata cara pengurusan KTP 
Pemerintah Kecamatan Panakkukang sudah berusaha 
memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. 
Namun ada beberapa masyarakat yang sedikit mengeluh karena harus 
menunggu beberapa hari dalam proses percetakan KTP. Dan 
Pemerintah Kecamatan Panakkukang berusaha untuk semaksimal 
mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses 
pelayanan KTP dengan baik. 
Solusi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 
yang transparan dan partisipatif yakni meningkatkan kualitas pelayanan 
publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, 
berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
 4.5.4 Mencegah Praktek Maladministrasi 
Praktek maladministrasi merupakan salah bentuk patologi birokrasi 
yang ada di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas adalah praktek-
praktek yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 
Indonesia. Sesuai dengan pengalaman yang pernah saya temui, praktek 
maladministrasi dapat terjadi karena adanya interaksi secara langsung 
serta diperparah oleh kurang memadainya alat pelayanan yang digunakan 
dan tidak jelasnya aturan tentang biaya dan waktu untuk pemberian 
layanan. Membenahi administrasi secara keseluruhan menurut hemat 
penulis ada tiga hal yang penting sebagai berikut : 
1. Adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi 
administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan 
hanya merubah nama intansi tertentu saja, atau bukan hanya 
mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi 
yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, perbaikan 
moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan 
suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. 
2. Pembentukan kekuatan hukum dan per-undang-undangan yang jelas. 
Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, 
termasuk kejahatan dan penyakait-penyakit yang ada di dalam 
birokrasi.  
3. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya 
demokrasi dan rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi 
 membuat para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal 
yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas 
merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. 
Pembentukan E-Government diharapkan mampu menambah 
transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. 
Salah satu ciri pelayanan yang akuntabel ialah pelayanan yang 
memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap warga masyarakat saat 
mengalami kesulitan. Solusi yang diberikan adalah solusi terbaik bagi 
pengguna jasa guna kemudahan pelayanan dengan cara memberikan 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dan baru segera 
membantu menyelesaikan, serta tidak menerima pemberian uang ekstra 
pelayanan. 
Budaya pengguna jasa tersebut sangatlah sulit untuk dihilangkan. 
Alangkah baiknya, jika pengguna jasa ingin memberikan tips, sebaiknya 
petugas menolaknya dengan berdalih bahwa tindakan tersebut sudah 
merupakan tugas yang di amanahkan. Untuk itu pemahaman eksistensi 
birokrasi sebagai abdi masyarakat dan eksistensi masyarakat pengguna 
jasa sebagai tuan harus mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan 
publik. 
  
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian yang ditarik dari pembahasan skripsi 
ini berdasar dari bentuk patologi birokrasi yang ditemukan di kantor 
Kecamatan Panakkukang yakni sikap 1) pelayanan yang bersifat 
diskriminatif, menunjukkan sikap bahwa kepedulian  dimana sebahagian 
warga sudah puas akan kesamaan dan tidak ada pilih kasih dalam hal 
pelayanan yang diterima akan tetapi tentunya masih ada yang harus 
diperbaiki dalam sistem pelayanan tersebut; 2) daya tanggap 
(responsivitas) aparat terhadap berbagai keluhan yang dialami oleh 
pengguna layanan, bahkan terkesan segala kritik dan saran yang 
diarahkan kepada para aparat hanya direspon dengan bahasa-bahasa 
diplomatis; 3) Pengurusan E-KTP dan KK masih berbelit-belit, tetapi 
anggapan itu ditepis oleh pihak Kecamatan Panakkukang disebabkan 
karena masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara pengurusan 
E-KTP dan KK;  4) penyelenggaraan administrasi kependudukan di kantor 
Kecamatan Panakkkung bukan hanya disebabkan oleh rendahnya inisiatif 
para petugas pelayanan, tetapi juga terhambat oleh informasi pejabat 
untuk mengambil keputusan masih sangat rendah.  
Adapun upaya yang dilakukan aparat Pemerintah Kecamatan 
Panakkukang dilakukan secara terstruktur yaitu budaya ramah di dalam 
pelayanan yang berorientasi pemerintah sebagai penyedia terhadap 
 kebutuhan masyarakat sebagai pengguna perlu lebih ditingkatkan lagi dan 
penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dimana 
pelayanan yang sifatnya merata dan tanpa membeda-bedakan status dan 
kedudukan dimana ditunjang tersedia sarana dan prasarana yang 
memadai dalam pelayanan administrasi kependudukan, dalam pelayanan 
yang cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
sehingga dari bentuk dan upaya tersebut diatas disimpulkan bahwa 
patologi birokrasi harus diobati dengan aturan, sistem dan komitmen 
pengelolaan yang berorientasi melayani, bukan dilayani, mendorong, 
bukan menghambat, mempermudah, bukan mempersulit, sederhana, 
bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk 
segelintir orang. 
 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Perlunya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan khusus 
penerbitan / pembuata Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 
untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, 
seperti upaya penambahan sarana dan prasarana (komputer, mesin 
cetak,dan lain-lain). 
2. Sebaiknya pihak Pemerintah Kecamatan Panakkukang dapat 
menyebarluaskan brosur tentang Standar Operasional Pelayanan 
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar masyarakat 
 mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan 
kesan yang berbelit-belit. 
3. Pemerintah Kecamatan Panakkukang dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan surat 
apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan. Hal 
ini dimaksudkan agar para pegawai dapat mengevaluasi kekurangan-
kekurangan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan Penerbitan 
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam meningkatkan 
kepuasan pada masyarakat. 
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 Lampiran : 1 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Identitas Responden  
1. Nama     :  
2. Jenis Kelamin    :  
3. Umur     :  
4. Kedudukan dalam kantor  :  
5. Alamat     :  
 
 
Pertanyaan:  
 
1. Apa saja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di 
Kecamatan Panakkukang?  
2. Bagaimanakah tingkat pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang?  
3. Menurut saudara, apakah aparat yang memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan 
aturan yang berlaku?  
4. Menurut saudara, bagaimanakah kinerja aparat di Kecamatan 
Panakkukang?  
5. Menurut saudara, bagaimanakah langkah untuk mengoptimalkan 
pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang?  
6. Menurut saudara, apa yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan 
pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang?  
7. Bagaimana prosedur pelayanan publik bidang administrasi 
kependudukan di Kecamatan Panakkukang? 
 8. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan Kecamatan Panakkukang ? 
9. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci dengan 
jelas? 
10. Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan 
atau bingung dalam pelayanan ? 
11. Bagaimana sikap dalam menyikapi saran atau masukan dari 
masyarakat ? 
12.  Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau telah 
direalisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Kecamatan 
Panakkukang? 
13.  Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di tindak 
lanjuti ?  
 
  
 Lampiran 2 : 
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 Lampiran 3 : 
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 Lampiran 4 
 
 
 
  
Gambar :  bersama Staf Kecamatan Panakkukang  
Gambar :  bersama Ibu Staf Dinas Catatan Sipil di Kantor Kecamatan 
Panakkukang  
   
Gambar :  bersama Bapak Camat Panakkukang di Kantor  
Kecamatan Panakkukang  
Gambar :  bersama Bapak Sekertaris Camat Panakkukang  
di Kantor  Kecamatan Panakkukang  
 
  
 
 
Gambar : Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan Publik  
di Kantor Kecamatan Panakukang 
Gambar : Suasana Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Panakukang 
